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ABSTRAK  

 

NURHAYATI. Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada 

Sekretariat Daerah Polewali Mandar. (Dibimbing oleh H. Husain Hamka dan 

Hj.Juharni) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 
mekanisme pemberian penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah 
Polewali Mandar; Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan 
Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data dan informasi 
dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. 
Sedangkan, teknik analisis data dilakukan dengan analisis sebelum di lapangan, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi penelitian. 
Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 
Provinsi Sulawesi Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, dapat disimpulkan 
bahwa mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sudah sesuai 
dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 serta kebijakan ini meningkatkan 
kinerja, kompetensi dan kesejahteraan PNS. Terdapat beberapa faktor pendukung 
dalam pelaksanaan kebijakan TPP ini yaitu Sumber Daya (anggaran), sikap dan 
struktur birokrasi. Adapun faktor penghambat belum mampu ditangani secara baik 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dari segi 
sumber daya (fasilitas) dan sumber daya (Sumber Daya Manusia) 

 
Kata Kunci: Implementasi, Tambahan Penghasilan, Kinerja 
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ABSTRACT 

 

This research aims to find out and describe how is the implementation of 
Employers Additional Income, also factors which affected the implementation of 
policies for additional income.  

The research method used is a descriptive qualitative research methods in 
inductive approaches. The data and information collecting techniques 
implemented by observation, interviews, documentation and triangulation. While 
the data analysis techniques, carried out with the analysis before go to the 
research field,  data reduction, data presentation, and make a conclusion or 
verification research. The research was carried out in Regional Secretariat 
Polewali Mandar Regency West Sulawesi Province 

Based on the results of research and data processing, it can be concluded 
that the implementation of Additional Income policy for the employees in 
Regional Secretariat Polewali Mandar Regency had been in accordance to the 
Polewali Mandar Regent Regulation Number 45 Year 2016 about Additional 
Income Policy for Government Employees in Regional Secretariat Polewali 
Mandar. This policy had been emprove performance,  competence and welfare of 
government employees. The effort of government to optimizeadditional income 
policy for the employees There are several supporting factors in the 
implementation of this policy, namely Resources (budget), attitude and 
bureaucratic structure. The inhibiting factors have not been able to be handled 
properly by the Regional Secretariat Polewali Mandar Regency, including in 
terms of resources (facilities) and resources (Human Resources) 
 
Keywords: Implementation, Additional Income, Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Reformasi birokrasi ialah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu 

sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau 

kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya 

terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat 

struktur dan sikap serta tingkah laku. 

Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan 

yang  demokratis, bersih, dan berwibawa telah menjadi prioritas utama bagi 

rakyat dan  pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi, di bidang pemerintah telah terjadi perubahan yang 

mendasar. Salah satu  perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang 

demokratis dan baik  (demokratic and good governance). Hal ini tertuang dalam 

Pasal 28D ayat (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 menyebutkan  bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan 

imbalan dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Salah satu 

unsur  penyelenggaraan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian dalam 

upaya  reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintah. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah memiliki keberadaan  

yang sentral dalam membawa komponen kebijakan nasional. Dalam konteks yang 

lebih luas, negara mempunyai tujuan nasional yang hendak dicapai, khususnya di 
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Indonesia. Tujuan tersebut tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-

Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : 

a. membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia; 

b. memajukan kesejahteraan umum; 

c. mencerdaskan kehidupan bangsa; 

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan, maka di 

bidang kepegawaian ada sebagian kewenangan diserahkan kepada daerah yang 

dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Penjelasan umum Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan, kepegawaian daerah adalah suatu sistem 

dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang meliputi perencanaan, 

persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, 

pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, 

larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian 

nasional. 

Penerapan otonomi daerah juga memberikan konsekuensi pada bertambah  

banyaknya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yang tentu saja  

menuntut adanya peningkatan kinerja pemerintah dan kinerja sumber daya 

manusia aparatur yang lebih profesional, terampil, terbuka dan berorientasi pada 

pelayanan kepada masyarakat.   
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Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperkirakan akan memberikan 

pengaruh terhadap birokrasi pemerintah daerah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan pemerintah di daerah. Perubahan-

perubahan tersebut menyebabkan beban Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur 

negara, abdi negara dan abdi masyarakat menjadi lebih berat dan dituntut untuk 

mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi. Masyarakat 

semakin kritis dan berani menuntut haknya dalam memperoleh pelayanan prima 

dari aparatur pemerintah. Saat ini performance atau kinerja aparatur pemerintah 

mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Oleh karenanya aparatur pemerintah 

harus berupaya meningkatkan kinerjanya.  

Pemerintah daerah harus didukung oleh sumber daya manusia (aparat) 

yang berkualitas agar mampu menjalankan peranannya. Sehubungan dengan itu 

sumber daya manusia aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan 

teknis dan manajerial, profesionalisme, komitmen serta berdaya saing tinggi 

sehingga dapat dijadikan salah satu keunggulan daerah yang diharapkan dapat 

menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan otonomi daerah secara efektif yaitu, 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 

demokratisasi, meningkatkan partisipasi  masyarakat, meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkokoh persatuan dan 

kesatuan bangsa. Tidak akan ada artinya sebagian besar kewenangan dilimpahkan 

kepada daerah kabupaten dan kota, tanpa diimbangi dengan ketersediaan sumber 

daya manusia yang memadai.  
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Kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan suatu isu yang sangat aktual 

yang terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari 

Aparatur Sipil Negara pada belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi, 

sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang 

tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. 

Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan 

mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi 

pemerintah. 

Dalam mewujudkan manajemen kinerja yang efektif di lingkungan 

pemerintahan, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, dimana 

besarnya tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS perlu mempertimbangkan 

faktor 1) tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, 2) nilai dan 

kelas jabatan, 3) indeks harga nilai jabatan, 4) faktor penyeimbang, dan 5) indeks 

tunjangan kinerja daerah provinsi/kabupaten/kota. Intinya adalah pemberian 

remunerasi kepada PNS berdasarkan kinerja individu yang bersangkutan.  

Untuk mendukung pemberian tunjangan berbasis kinerja, maka pada tahun  

2014 Pemerintah Pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  

tentang Aparatur Sipil Negara yang memperkuat amanat yang tertera pada  

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan  

Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Menurut Undang-Undang tersebut, 

Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan gaji, fasilitas, tunjangan kinerja, dan  
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tunjangan kemahalan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap  

PNS yang berprestasi berhak mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan prestasi  

yang dicapainya. Dengan adanya tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil, 

diharapkan nantinya ada motivasi lebih dalam meningkatkan kinerjanya.  

Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan yang diberikan kepada 

PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. 

Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah 

ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan 

sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan 

kinerja daerah melaksanakan reformasi birokrasi dalam Sejalan dengan pesatnya 

perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh 

negara, telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan 

upaya-upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara, karena itu perlu ada rangka pemerintahan yang kuat.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

disiplin, kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yaitu 

memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada seluruh PNS di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kebijakan tambahan penghasilan ini 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 

Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar. Di dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan 
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tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin, 

kinerja, memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan 

meningkatkan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar.  

Pada peraturan Bupati Nomor Nomor 45 Tahun 2016 tersebut diatur 

bahwa dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai didasarkan atau mengacu 

pada pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan 

profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah. Dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai 

yang didasarkan atas beban kerja diterapkan melalui sistem bobot poin, yang 

dimana setiap kegiatan / aktivitas pekerjaan sesuai dengan tugas, pokok dan 

fungsinya dinilai dengan poin. Sistem bobot poin dimaksud adalah setiap uraian 

hasil kerja yang dilaporkan diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban 

tenaga, pikiran, resiko, manfaat atau dampak dan waktu penyelesaian yang 

selanjutnya disusun ke dalam Laporan Hasil Kerja Pegawai (HKP). Laporan HKP 

dilaporkan setiap bulannya.  

Penyusunan Laporan HKP ini diharapkan dapat memotivasi PNS yang ada 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan 

kedisiplinan dan produktivitas kinerjanya. Namun berdasarkan hasil pengamatan 

dan informasi yang didapat oleh penulis, laporan HKP yang merupakan salah satu 

sumber tambahan penghasilan pegawai saat ini belum berjalan efektif dan masih 

ditemukan berbagai permasalahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.   
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Proses penentuan tambahan penghasilan pegawai yang diterima berasal 

dari data kinerja pegawai yang diperoleh dari absen sidik jari (finger print). 

Namun kedisiplinan PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

dianggap masih kurang. Masih banyaknya pegawai yang tidak taat pada aturan 

jam kerja, baik itu jam kerja pagi, siang (istirahat) dan sore. Selain itu masih 

banyaknya juga pegawai yang tidak mengikuti apel pagi yang rutin dilaksanakan 

pada pagi hari. Hal ini dapat dilihat dari data absen sidik jari dan absen kehadiran 

apel pagi. 

Untuk lebih jelasnya tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang 

dikhususkan pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar, dapat dilihat pada 

rekapitulasi absensi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dalam data tersebut terlihat 

jumlah kehadiran PNS dan ketidakhadiran PNS yang terbagi dari kategori sakit, 

izin dan tanpa keterangan yang berfluktuasi tiap tahunnya. Jumlah PNS pada 

tahun 2015 sebanyak 151 orang dengan jumlah kehadiran 2.608, sakit sebanyak 

35, Izin sebanyak 53 dan tanpa keterangan sebanyak 145. Pada tahun 2016, 

jumlah PNS di Sekretariat berkurang menjadi 146 orang dengan jumlah kehadiran 

2.662, sakit sebanyak 41, izin 62 dan tanpa keterangan sebanyak 171. Pada tahun 

2017, jumlah PNS menjadi 144 dengan jumlah kehadiran 2798, sakit sebanyak 67, 

izin sebanyak 52 dan tanpa keterangan sebanyak 175. Ketidakhadiran PNS pada 

kategori tanpa keterangan lebih tinggi dibandingkan kategori sakit dan ijin. 

Dengan jumlah ketidakhadiran seperti ini akan mengakibatkan banyak kegiatan 

menjadi terhambat baik dalam hal pelayanan dan penyelesaian tugas-tugas 
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lainnya. Sejak diberlakukannya sistem Tambahan Penghasilan Pegawai yang 

dimulai pada tahun 2016 ternyata masih memperlihatkan tingkat ketidakhadiran 

PNS yang relatif tinggi mengindikasikan terdapat penurunan motivasi PNS dalam 

bekerja.  

Selain itu, penyusunan laporan HKP yang seharusnya dapat memotivasi 

seluruh pegawai untuk mendapatkan tambahan penghasilan masih belum berjalan 

dengan efektif. Masih banyaknya pegawai yang tidak menyampaikan laporan 

HKP nya kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda sebagai pelaksana 

teknis. Hal ini disebabkan banyaknya pegawai yang tidak menyusun laporan HKP 

dengan berbagai alasan. Hal ini dapat dilihat melalui data daftar PNS yang 

menyampaikan laporan HKP.  

Penerapan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan 

penilaian beban kerja Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan sejak tahun 2016, 

dimana kebijakan ini mampu memberikan semangat kepada PNS, dan begitu 

antusias membuat HKP dengan harapan nilai 1 poin dalam rupiah mampu 

membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan data anggaran untuk 

tambahan penghasilan pegawai di tiap tahunnya tidak menetap, hal ini tergantung 

dari besarnya APBD Polewali Mandar. Pada tahun 2016 bulan Januari nilai 1 poin 

HKP sebesar Rp. 275,-  dengan jumlah poin yang terkumpul sebanyak 291.820, 

pada tahun 2017 bulan Januari nilai 1 poin Rp.254,- dengan jumlah poin yang 

terkumpul sebanyak 208.653, pada tahun 2018 bulan Januari jumlah poin yang 

terkumpul 194.389 sehingga nilai 1 poin sebesar Rp. 280,-. Hal ini menunjukkan 

tiap tahun anggaran semakin bertambah dengan jumlah poin yang terkumpul 
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berkurang. Banyaknya PNS yang tidak mengumpulkan HKP nya dengan alasan 

rumitnya aturan yang harus dilaksanakan sebelum menerima TPP, hal ini yang 

membuat PNS kurang antusias melaporkan hasil kerjanya. 

Sehubungan dengan persoalan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, peneliti 

mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu sebagai 

berikut :  

1. Belum optimalnya Pegawai Negeri Sipil dalam menyelesaikan 

pekerjaannya; 

2. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai di Sekretariat Daerah; 

3. Masih kurangnya motivasi dan disiplin kerja pegawai di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar; 

4. Belum optimalnya pengawasan dari pemerintah terhadap pegawai pada 

saat jam kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme pemberian tambahan penghasilan pada 

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Polewali Mandar? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme 

pemberian penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah 

Polewali Mandar 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dalam penelitian ini diperoleh manfaat, yaitu : 

1. Manfaat akademik, adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang manajemen sumber 

daya manusia, khususnya mengenai TPP dan menjadi bahan referensi 

untuk peneliti lainnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut dampak 

dari pada pemberian tambahan penghasilan. 
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2. Manfaat praktis, adalah manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan atau rekomendasi kebijakan bagi instansi Pemerintahan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan 

tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Luas lingkup hanya meliputi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar 

b. Lingkup masalah pada penelitian ini hanya pada pembahsan mengenai 

gambaran Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada 

Sekretariat Daerah (pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018) 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

2.1 Tinjauan Teori 

A. Kebijakan Publik 

 Pengertian Kebijakan Publik  

Riant Nugroho D., Analisis Kebijakan Publik (2007: 218) berpendapat 

bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan pemerintah yang memberikan 

dampak pada kehidupan bersama 

Afrizal Woyla Saputra Zaini (2012) menyebutkan bahwa: 

“kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh 
pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk 
mengatasiberbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di 
masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh 
pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak 
melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu”. 
 
Untuk memenuhi lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi 

permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan 

seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah defenisi-defenisi kebijakan 

publik menurut  para ahli kebijakan publik dunia. 

Thomas R.Dye menyebutkan, “kebijakan publik adalah apayang tidak 

dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah”. Pengertian yang diberikan 

Thomas R.Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya 

yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. 

Chief J.O Udoji mendefenisikan,  

“kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada 
suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu yang 
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diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok maslah tertentu  yang saling 
berkaitan yang mempengaruhi sebagaian besar warga masyarakat”. 
 
George Edward III mengemukakan, “kebijakan publik didefenisikan 

sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 

termasuk kebijakan piblik”. Merujuk pada defenisi diatas, kebijakan publik tampil 

sebagai sasaran atau tujuan program-program. Edward lebih lanjut menjelaskan 

bahwa kebijakan publik itu dapat diterapkan secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah 

ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah. 

Woll berpendapat bahwa, “Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas 

pemerintah untuk memecahkan mslaah di masyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. 

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai 

implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan 

atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya 

yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan 

masyarakat; 2) adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada 

level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, 

pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang 

merupakan efek pilihan kebijkaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan berbagai defenisi para ahli kebijkaan publik diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 



14 
 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. 

 

 Tahap-tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik 

Perumusan kebijakan merupakan salah satu yang paling penting dalam 

pembentukan kebijakan publik. Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan 

oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau 

menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Demikian juga keputusan-

keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah dianggap sah, jika pejabat-

pejabat tersebut mempunyai wewenang yang sah untuk bertindak dan memenuhi 

ukuran-ukuran yang diterima dalam mengambil tindakan. 

Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan adalah: 

1) Perumusan Masalah 

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling 

fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan 

kebijakan dengan baik, maka masalah-maslaah publik harus dikenali dan 

didefenisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat 

untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. 

2) Agenda Kebijakan 

Tidak semua masalah publik akan masuk dalam agenda kebijakan. 

Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang 

lainnya. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk 

kedalam agenda kebijakan. 
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3) Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah 

Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik dan para 

perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam 

agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan 

masalah. Disini para perumus kebijakan akanberhadapan dengan 

alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk 

memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan 

akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang 

terlibat dalam perumusan kebijakan. 

4) Penetapan Kebijakan 

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil 

sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka paling akhir 

dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih 

tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif 

kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai 

kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan 

tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk berupa undang-undang, 

yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri dan lain sebagianya. 
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B. Implementasi Kebijakan Publik 

 

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun 

dibalik kerumitan dan kekomplekannya tersebut, implementasi memegang peran yang 

cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, 

program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan 

resmi di meja para pembuat kebijakan. Implementasi kebijaakn yang berhasil menjadi 

faktor penting dari keseluruhan proses kebijakan. 

 

 Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Van Meter dan Van Horn 

Variabel-variabel kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn adalah: 

1) Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan 

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan 

keputusan kebijakan secara menyeluruh. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar 

dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para 

pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen, seperti 

regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria 

untuk evaluasi kebijakan. 

2) Sumber-sumber kebijakan 

Pada implementasi kebijakan sumber-sumber kebijakan layak mendapat 

perhatian, karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-

sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive)lain yang 

mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. 
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3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksnaaan 

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika 

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, 

sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi 

merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan 

ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, 

para komunikator dapat menyampaikan atau menyebarluaskan baik secara sengaja 

atau tidak sengaja. 

4) Karakteristik Badan-badan Pelaksanaan 

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, maka tidak terlepas dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, 

norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-

badna eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupn nyata dengan 

apan yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. 

5) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial danPolitik 

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik 

merupakan pusat perhatian yang besar selama kurun waktu beberapa tahun yang 

lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus 

tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh variabel-variabel lingkungan pada 

hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam 

terhadap pencapaian badan-badan pelaksana. 
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6) Kecenderungan Pelaksanaan (Implementers) 

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap 

kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal itu berarti bahwa kegagalan suatu 

implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktahuan para pelaksana 

terhadap kebijakan.Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap 

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Para pelaksanan mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-

kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung 

dalam kebijakan-kebijakan tersebut. 

 

 Model Impelementasi Kebijakan Publik Menurut George Edward III 

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara 

pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat 

yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi 

masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan 

mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dnegan 

baik oleh para pelaksana kebijakan. 

Menurut Edward ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi 

kebijakan publik. Tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi kebijakan 

sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, 

dan bagaimana variabel-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan.  
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Berikut adalah 4 (empat) faktor atau variabel tersebut yang mempengaruhi 

kebijakan publik: 

1) Komunikasi (Communications) 

Sasaran umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi 

kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan 

a) Transmisi 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

transmisi. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan 

perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para 

pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. 

Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-

hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. 

Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti kita 

ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat 

hirarkis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi 

kebijakan yang dijalankan. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-

komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan 

para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 

b) Kejelasan 

Faktor kedua yang dikemukakan Edward adalah kejelasan. Jika kebijakan-

kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tidak harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, 

tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan 
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komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan 

akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin 

bertentangan dengan makna pesan awal. 

c) Konsistensi  

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka 

perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Disisi yang lain, 

perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan 

mendorong para pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang sangat 

longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. 

2) Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Edward 

III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa, bagaimanapun jelas dan 

konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun 

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika 

para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan 

kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

efektif. Sumber daya tersebut mencakup: 

a) Sumber Daya Manusia (staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari 

sumber daya manusis yang cukup secara kualitas dan kuantitasnya. 

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, 
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profesionalitas dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitasnya 

berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber 

daya manusia yang profesional implementasi kebijakan berjalan lmabat. 

b) Anggaran (Budgetary) 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan 

modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin 

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, 

kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. 

c) Fasilitas (Facility) 

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pangadaan fasilitas yang 

layak, seperti gedung, tanah dan perlatan perkantoran akan menunjang 

dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. 

d) Informasi dan kewenangan (Information and Authority) 

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, 

terutama implementasi yang  relevan dan cukup. 

3) Sikap (Dispositions atau Atitudes) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi 

dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. Tetapi 
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jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada 3 (tiga) bentuk sikap atau 

respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran pelaksana, 

petunjuk/arahaan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau 

penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. 

4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan 

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif 

yang mempunyai hubungan baik, potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Beberapa unsur yang mungkin 

berpengaruh terhadap organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: 

a) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan 

b) Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan 

proses-proses dalam badan pelaksana. 

c) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara 

anggota legislatif dan eksekutif) 

d) Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal 

maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif 

tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi 

e) Kaitan formal dan informal suatu badan pembuat keputusan atau 

pelaksana keputusan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama 

banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil 
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implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi 

individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi 

Selanjutnya Edwards III dalam Agustino (2008:149-154) menamakan 

model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct dan Indirect Impact on 

Implementation. Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat 

empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu 

kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur 

Birokrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George Edward III) 
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C. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia kini semakin berperan besar dalam kesuksesan 

suatu organisasi, hampir semua organisasi sudah menyadari bahwa unsur manusia 

dalam suatu organisasi merupakan faktor penentu suatu organisasi dapat bersaing. 

Dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki  suatu organisasi dapat 

mencapai tujuan  yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sumber daya manusia 

merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi. 

Sumber daya manusia merancang dan membuat organisasi sehingga dapat 

bertahan dan berhasil mencapai tujuan. Bila sumber daya manusia diabaikan maka 

organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Manajemen sumber 

daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur dan 

praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui 

organisasi.   

Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsikuensinya, para manajer di setiap 

tingkat harus melibatkan diri mereka dengan manajemen sumber daya manusia. 

Pada dasarnya, semua manajer membuat segala sesuatunya terselesaikan melalui 

upaya-upaya orang lain, ini memerlukan sumber daya manusia yang efektif. 

Hasibuan (2007:10) mengatakan bahwa : 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
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Manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik akan 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam usaha mencapai sasaran 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat didefenisikan sebagai 

pendekatan stratejik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik 

organisasi, orang-orang yang bekerja dalam organisasi, baik secara individu 

maupun kolektif, dan memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi. 

Umar (Triton, 2010:17-18) mendefenisikan : “Manajemen sumber daya 

manusia sebagai bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri 

pada unsur sumber daya manusia” 

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi unsur yang sangat penting dari 

fungsi manajemen. Jika sumber daya manusia tidak dikelola secara baik, 

efektivitasnya akan merosot lebih cepat dari pada sumber daya yang lainnya. 

Sumber daya manusia mempunyai imbas yang lebih besar terhadap efektivitas 

organisasional dibanding dengan sumber daya yang lainnya. Oleh karena itu, pada 

era global dewasa ini aktivitas pengelolaan sumber daya manusia secara efektif 

akan semakin meningkat pada semua jenis dan jenjang organisasi. Hal ini 

merupakan konsikuensi dari kemajuan dan perkembangan yang saat ini 

berlangsung dalam bidang ilmu pegetahuan dan teknologi, bisnis dan kehidupan 

lainnya. 
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Milkovich dan Boudreu (Sofyandi, 2008:5) mengemukakan bahwa :Human 

resource management (HRM) is a series of integrated decisions that from the 

employment relationship: their quality directly contributes to ability of the 

organization and the employees to achieve their objectives. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu sumber daya yang paling 

menentukan keberhasilan aktivitas manajemen adalah manusia, karena memang 

manusia makhluk memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan akal yang 

melahirkan pemikiran dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan kemampuan 

fisik yang dapat menyelesaikan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan 

dalam rangka memperkuat atau mempercepat perkembangan usaha yang 

dilakukan oleh manusia itu sendiri. Namun demikian bahwa kita juga menyadari 

sepenuhnya dimana manusia pulalah yang dapat menghancurkan atau 

menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan itu. Pelaksanaan berbagai 

aktivitas manusia perlu adanya pengaturan yang tepat dengan berpatokan pada 

bakat, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya.  

Peran serta sumber daya manusia dalam pembangunan bukan saja hanya 

aktif melainkan kesadaran yang dimilikinya tanpa dikendalikan sudah aktif, 

artinya bukan karena dipaksa, dan itulah yang sebenarnya hakikat peran serta 

sumber daya manusia dalam pembangunan yang diharapkan. Manajemen sumber 

daya manusia dalam pembangunan dapat dibagi dalam dua kelompok : 

1. Manajemen sumber daya manusia aparatur, mempunyai posisi yang sangat 

penting, karena para aparatur melaksanakan fungsi sebagai perumus, 

perencana, pelaksana, pengendali, maupun yang mengevaluasi pembangunan. 
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Sebagai kunci manajemen sumber daya manusia harus mempunyai kriteria : 

bersih, disiplin, berwibawa, dalam melaksanakan selalu memperhitungkan 

efektivitas dan efesiensi kerja, tanpa manajemen sumber daya manusia 

pembangunan suatu negara tidak akan membawa hasil yang baik. 

2. Manajemen sumber daya manusia masyarakat, juga memegang posisi yang 

sangat penting karena tanpa partisipasi mereka tidak akan membawa hasil, 

dan setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sasarannya adalah 

untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat. 

Setiap anggota organisasi dituntut juga untuk mempelajari dan 

mengaplikasikan manajemen sumber daya manusia, sehingga dengan langkah ini 

maka setiap individu diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan 

efisien. Sasaran dari manjemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

adalah bagaimana cara memberikan fasilitas untuk perkembangan pegawai suatu 

organisasi. 

Rachmawati (2004:2) mengemukakan bahwa : “Ada kecenderungan untuk 

mengakui pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi dan pemusatan 

perhatian pada kontribusi fungsi sumber daya manusia bagi keberhasilan 

pencapaian tujuan strategis perusahaan” 

Jika manusia adalah pusat segalanya bagi suatu organisasi. Manusia bisa 

menjadi pusat persoalan organisasi manakala tidak dikembangkan dan tidak 

ditingkatkan potensi-potensinya. Sebaliknya, manusia merupakan pusat segala 

keberhasilan organisasi manakala segala dayanya dikembangkan secara wajar dan 

meyakinkan. Berbeda dengan sumber daya lainnya, manusia memiliki keinginan-
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keinginan, kebutuhan-kebutuhan, baik yang fisik maupun non-fisik. Kebutuhan 

manusia yang terpenuhi secara wajar dengan sendirinya akan banyak memberikan 

kontribusinya bagi keberhasilan organisasi. 

Fathoni (2006:11-12) mengemukakan bahwa: “Hubungan manajemen 

dengan sumber daya manusia, merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui 

kerja sama dengan orang lain. Ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang 

bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan.” 

Sumber daya manusia sering disebut sebagai Human Resource, tenaga atau 

kekuatan manusia (energi atau power). Sumber daya yang juga disebut sumber 

tenaga, kemampuan, kekuatan, keahlian yang dimiliki oleh manusia, dipunyai 

juga oleh makhluk organisme lainnya. Manusia sebagai perencana, pelaksana, 

pengendali, dan evaluasi suatu pembangunan dan menikmati hasil evaluasi suatu 

pembangunan, sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan, karena manusia 

mempunyai peran yang sangat menentukan. 

Tulus (Gomes, 2003:6) mengemukakan bahwa : 

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian 
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan 
tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, 
individu, dan masyarakat. 

 
Sumber daya manusia memegang peranan sentral dan paling menentukan. 

Artinya, walaupun diakui bahwa aset-aset non manusia, termasuk alam, tetap 

memainkan peranan yang penting, tetapi tanpa didukung oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas maka semuanya hanya akan sia-sia. Tanpa manajemen 

sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunaan, dan pemanfaatan 



29 
 

sumber-sumber lainnya itu akan menjadi tidak efektif, efesien, dan produktif. 

Dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa cita-cita dan tujuan 

serta program organisasi yang telah dirumuskan dengan baik hanya akan tetap 

menjadi impian indah yang tak pernah terwujud. Disinilah letaknya relevansi dan 

pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Memahami konsep manajemen sumber daya manusia harus dilihat sebagai 

suatu konsep yang bersifat universal yang melakukan pengelolaan kepada unsur-

unsur manusia dalam suatu organisasi yang memiliki kepentingan dan tujuan yang 

ingin dicapai secara bersama-sama melalui aktivitas kerjasama dan komunikasi. 

Selain itu pencapaian suatu tujuan organisasi yang ingin dicapai tidak terlepas dari 

pemberian kompensasi.  

Gilbert (2004:86) menyatakan bahwa :  

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu yang mengembangkan 
metode dan cara-cara yang ilmiah di dalam menentukan diferensi kinerja. 
Diferensiasi kerja tersebut didasarkan kepada penilaian terhadap upaya 
pemecahan masalah manajemen yang dihadapi oleh sumber saya manusia 
didalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Upaya untuk memotivasi, 
pegawai menjalankan unsur manajemen tersebut salah satunya melalui 
pemberian kompensasi. 

 
Sumber daya manusia harus dikelolah dengan baik untuk meningkatkan 

efektivitas dan efesiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam organisasi 

yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya sumber daya manusia dalam 

melakukan suatu pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan. Atas dasar inilah banyak manajer atau pemimpin suatu organisasi 

senantiasa mempertimbangkan kebijakan pemberian kompensasi, karena dianggap 
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sangat strategis dalam mengembangkan dan memajukan organisasi tersebut 

sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan manajemen sumber 

daya manusia.  

D. Pegawai  

 Pegawai merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, dimana pegawai inilah yang 

nantinya bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dimana 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pegawai dituntut untuk mampu 

menyelenggarakan peyanan kepada masyarakat secara bertanggungjawab, 

profesional, adil dan merata dengan dilandasi Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

 Adapun peraturan yang mengatur tentang kepegawaian di Indonesia diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang 

kemudian diubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara.  

 Adapun Pegawai Negeri Sipil yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 terdiri atas:  

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat 

a) Pegawai Negeri Sipil Pusat, yaitu: Pegawai Negeri Sipil Pusat yang 

gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, 
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Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di 

daerah-daerah, dan kepaniteraan Pengadilan. 

b) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan. 

c) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau diperkerjakan 

pada Daerah Otonom. 

d) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu peraturan 

perundang-undangan diperbantukan atau diperkerjakan pada badan 

lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. 

e) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas Negara 

lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

lain-lain. 

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom 

seperti PNS Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada 

Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya. 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia. 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Selain itu kewajiban Pegawai yang diatur dalam UU yaitu: setiap Pegawai 

Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 

Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu setiap Pegawai Negeri wajib 

melaksanakan tugas kedinasan yang  dipercayakan dengan penuh rasa 

pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab serta menyimpan rahasia jabatan 
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(kecuali perintah pejabat berwajib atas kuasa Undang-Undang). Pegawai Negeri 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 

 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa: 

1. Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah profesi  

bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian 

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.  

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN  

adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan 

perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan 

diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

4. Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  yang  selanjutnya 

disingkat  PPPK  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat 

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka  waktu  

tertentu  dalam  rangka  melaksanakan  tugas pemerintahan. 

Dimana pegawai ASN terdiri atas:  
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1. PNS 

PNS merupakan Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai  pegawai  tetap  

oleh  Pejabat Pembina  Kepegawaian  dan  memiliki  nomor  induk   

pegawai secara nasional. 

2. PPPK 

PPPK merupakan Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai  pegawai   

dengan  perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai 

dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN 

berfungsi sebagai:  

a. Pelaksana kebijakan publik;  

b. Pelayan publik; dan  

c. Perekat dan pemersatu bangsa 

Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan, memberikan  pelayanan  publik  yang  profesional  dan  berkualitas, 

dan mempererat  persatuan  dan  kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik  

Indonesia. Pegawai  ASN  berperan  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan  

pengawas penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan  dan  pembangunan 

nasional  melalui  pelaksanaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang 

profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  serta  bersih  dari  praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

Dari pembahasan Pegawai diatas, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya 

Manusia dalam hal ini Pegawai sangat menentukan terhadap keberhasilan suatu 



34 
 

penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai dengan kualitas baik akan menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebaliknya jika sumber daya 

pegawainya buruk atau kualitasnya rendah, maka akan berdampak buruk terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Pegawai Negeri dituntut untuk 

melaksanakan tugas secara profesional, berdisiplin dan bertanggungjawab. Untuk 

menciptakan hal tersebut sangat dibutuhkan pengembangan pada peningkatan 

kualitas pegawai. 

 

E. Tambahan Penghasilan (Insentif) 

Dalam manajemen suatu organisasi dibutuhkan suatu faktor dorongan 

untuk meningkatkan motivasi, prestasi kerja dan kepuasan kerja pegawai. Salah 

satu model motivasi itu dapat berupa penghargaan. Hezberg dalam Mitchell 

(1978:159) mengemukakan bahwa kepuasan kerja erat kaitannya dengan 

pemberian penghargaan terhadap organisasi, Hezberg mengemukakan bahwa : 

Organizational rewards could be broken down into two categories, the 
motivators and the hygienes. Which listed of Hygienes are monetary 
rewards, competent supervision, policy and administration, working 
conditions and security. the motivators listed are achievement, 
recognition, resposibility and advancement. Hezberg argued that the 
hygienes were related to job dissatisfaction, while the motivators were 
related to satisfaction. More specifically, the theory suggest that having all 
the hygienes present at an acceptable level would  produce a neutral 
feeling about the job – it was almost as if they were expected. Of course, if 
hygienes at an unacceptable level, dissatisfaction would occur. On the 
other hand, if management really wanted motivated and turned-on 
employess, they should use the motivators. It was this factor that would 
produce high job satisfaction.  

Berdasarkan penjelasan Hezberg diatas, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja pegawai, yaitu faktor hygiene dan motivator. 
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Hygieneseringkali disebut dengan faktor eksternal yang menyebabkan 

ketidakpuasan pegawai. Sedangkan motivator erat kaitannya dengan kepuasaan 

kerja. Faktor hygiene tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap tingkat 

kepuasan kerja pegawai, namun jika faktor tersebut dihilangkan maka akan 

menyebabkan ketidakpuasan kerja bagi pegawai. Jika manager ingin memotivasi 

pegawainya maka mereka harus menggunakan faktor motivator, karena faktor 

itulah yang akan menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi.  

Salah satu faktor pendorong motivasi kerja ialah penghasilan (gaji/upah). 

Menurut Sinambela (2012:48) “upah didefenisikan sebagai harga yang dibayarkan 

untuk suatu jenis kerja atau jasa tertentu yang diberikan kepada seorang pegawai. 

Dalam penggunaan teknis, para pegawai kantor, para tenaga ahli, dan para 

eksekutif juga termasuk didalamnya". 

 Dewan Penelitian Pengupahan Nasional dalam Raharjo (2013:122) 

menjelaskan bahwa: 

“Upah adalah suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja 
untuk suatu pekerjaan, atau jasa yang telah akan dilakukan, berfungsi 
sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 
dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 
menurut suatu persetujuan, undang-undang, serta peraturan dan 
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 
penerima kerja.” 
 
Menurut Sinambela, gaji adalah “bayaran yang diterima oleh seorang 

pegawai kantor, ahli, atau eksekutif, untuk suatu masa waktu dan bukan untuk 

jam-jam kerja sebenarnya atau keluaran yang dihasilkan". 
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 Dalam sistem pengupahan tentunya terdapat perbedaan yang dilaksanakan 

dalam proses pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Nash dan Carroll 

dalam Sinambela (2012:50) yang menjelaskan bahwa: 

“Untuk mengembangkan suatu struktur upah perlu ditentukan berapa tiap 
pekerjaan harus dibayar bila dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan 
lainnya di dalam organisasi. Sistem hubungan  upah antara pekerjaan-
pekerjaan yang dihasilkan itu merupakan struktur upah ialah memberikan 
bayaran yang sama untuk pekerjaan yang  nilainya sama dan menyediakan 
sekumpulan perbedaan yang dapat diterima untuk pekerjaan-pekerjaan 
yang nilainya tidak sama.” 
 
Gibson dkk (1997) menjelaskan bahwa imbalan sangat berpengaruh  

terhadap tingkat kepuasan karyawan. Lawler dalam Gibson (1997:527) kemudian 

menentukan apakah karyawan akan merasa puas dengan imbalan yang 

diterimanya dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

1. Perasaan puas terhadap imbalan adalah fungsi dari berapakah yang 
diterima dan berapakah orang itu merasa seharusnya dia terima. 

2. Perasaan puas seseorang dipengaruhi oleh perbandingan dengan apa yang 
terjadi pada orang lain.  

3. Kepuasaan dipengaruhi oleh sampai seberapakah karyawan itu merasa 
puas dengan imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. 

4. Orang berbeda-beda keinginannya mengenai imbalan dan berbeda juga 
mengenai bagaimana pentingnya imbalan yang berbeda bagi mereka. 

5. Beberapa imbalan ekstrinsik adalah memuaskan karena imbalan tersebut 
menyebabkan imbalan lain. 
 
Dari penjelasan Lawler diatas, Gibson kemudian mengambil suatu 

kesimpulan bahwa hubungan antara imbalan dan kepuasaan belum dimengerti 

benar dan sifatnya juga tidak tetap. Tetapi terdapat  beberapa pertimbangan 

penting  yang harus digunakan oleh para manajer untuk mengembangkan dan 

membagi imbalan, yaitu: 

1. Memenuhi kebutuhan dasar (makan, papan dan pakian) 

Harus tersedia cukup banyak imbalan sehingga kebutuhan dasar terpenuhi.  
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2. Harus dipandang adil 

Orang cenderung membandingkan imbalan mereka dengan imbalan orang 

lain, jika dirasakan adanya ketidakadilan maka akan timbul rasa 

ketidakpuasan karena kepuasaan seseorang cenderung tidak tergantung 

dari jumlah imbalan yang diterima, tetapi membandingkan berapa yang 

mereka terima dengan berapa yang diterima oleh orang lain.  

3. Harus berorientasi pada individu 

Manajer harus mengakui adanya perbedaan individual, karena kemampuan 

ataupun beban kerja antara individu yang satu dengan yang lain itu 

berbeda. 

Selain gaji atau upah terdapat beberapa bentuk pengupahan lain yang 

diberikan kepada karyawan maupun pegawai yang dilaksanakan dalam bentuk 

tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan atau yang biasa disebut dengan 

kompensasi ataupun insentif merupakan salah satu faktor atau alat pendukung 

yang dapat digunakan dalam meningkatkan motivasi kerja baik pegawai maupun 

karyawan. Program kompensasi ini merupakan sebuah program balas jasa 

organisasi kepada pegawainya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 

Milkovich dan Newman (1999) menjelaskan bahwa "compensation means 

to counterbalance, to offset, to make up for. It implies an exchange. It refers to all 

forms of financial returns and tangible services and benefits employess receive as 

part of an employment relationship". 

Sedangkan Hasibuan (2007:110) mendefenisikan kompensasi  sebagai 

“semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung, 
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yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan". 

 Dalam sifat penerimaannya, kompensasi menurut Raharjo (2013:111) 

dibagi atas dua jenis, yaitu: 

1) Kompensasi yang bersifat Finansial. Kompensasi yang bersifat 
finansial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam 
bentuk uang atau bernilai uang. Termasuk dalam jenis Kompensasi 
yang bersifat finansial adalah gaji, atau upah, bonus, premi, 
pengobatan, asuransi, dan lain-lain sebagainya dibayarkan oleh 
organsasi atau perusahaan. 

2) Kompensasi yang bersifat non finansial. Kompensasi yang bersifat non 
finansial diberikan oleh organisasi atau perusahaan terutama dengan 
maksud untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. 
 

Menurut Hasibuan (2007:121) adapun tujuan dari kompensasi adalah 

sebagai: 

a. Ikatan Kerja Sama 
b. Kepuasan Kerja 
c. Pengadaan Efektif 
d. Motivasi 
e. Stabilitas Karyawan 
f. Disiplin 
g. Pengaruh Serikat Buruh 
h. Pengaruh Pemerintah 

 
Di dalam pemerintahan Daerah sendiri, masalah Kebijakan Tambahan 

Penghasilan yang berada diluar gaji pokok pegawai diatur dalam Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 

Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan 

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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F. Indikator Pemberian TPP / Insentif 

Gary Dessler dalam Sirait (2007:202) mengemukakan pedoman pemberian 

insentif financial yang efektif dengan cara kerja sebagai berikut: 

1. Pastikan bahwa upaya dan ganjaran berkaitan secara langsung 

2. Ganjaran yang tersedia harus bernilai bagi karyawan 

3. Pengkajian metode dan prosedur yang seksama 

4. Pemberian insentif harus dapat dipahami dan dapat dikalkulasikan 

5. Susun standar yang efektif 

6. Jamin standar yang telah ditetapkan 

7. Jamin upah pokok 

Pemberian TPP diamanatkan dalam pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 tahun 2005 dan ditindaklanjuti dengan pasal 39 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, yang 

menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 

kepada PNSD berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

TPP dibebankan kepada APBD yang alokasinya mendapatkan persetujuan 

DPRD. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil 

berdasarkan asas: 

a. Obyektif 

b. Kemampuan keuangan daerah 
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c. Tertib penyelenggaraan pemerintahan 

d. Bertanggungjawab 

e. Keadilan 

f. Terukur 

g. Manfaat  

Setelah menelusuri aspek-aspek yang terkandung dalam Tambahan 

Penghasilan Pegawai maka dapat disimpulkan bahwa Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) merupakan bentuk insentif financial yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

G. Teori Motivasi 

Hasibuan (2005:153) mengemukakan tentang teeori motivasi klasik yang 

dikemukakan oleh Frederik Winslow Taylor yang mengatakan bahwa “Teori ini 

berpendapat bahwa manusia mau bekerja giat untuk dapat memenuhi kebutuhan 

fisik/biologisnya, berbentuk uang/barang dari hasil pekerjaannya”. 

Menurut Sedarmayanti (2013:234) teori hierarki kebutuhan Abraham 

Maslow yaitu hirarki lima kebutuhan dengan secara berurutan dipenuhi, maka 

kebutuhan berikutnya menjadi dominan. 

Dalam setiap manusia terdapat lima tingkat kebutuhan 

1. Fisiologis antara lain rasa lapar, haus, perlindungan, (pakaian dan 
perumahan), seks dan kebutuhan lain 

2. Keamanan, antara lain: keselamatan dan kerugian fisik dan emosional 
3. Sosial, mencakup: kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik dan 

persahabatan 
4. Penghargaan, mencakup kasih sayang, rasa hormat internal seperti: 

harga diri, otonomi dan prestasi dan faktor hormat. Eksternal seperti: 
status pengakuan dan perhatian 
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5. Aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu 
menjadi, mencakup: perumbuhan, mencapai potensialnya dan 
pemenuhan diri 

 
 

Nawawi dalam Notoatmodjo (2009:115) menjelaskan konsep teori motivasi 

McClelland yang mengatakan bahwa: 

 
“Motif dalam diri manusis ada dua motivasi atau motif, yaitu motif primer 
atau motif yang tidak dipelajari, dan motif sekunder atau motif yang 
dipelajari melalui pengalaman serta interaksi dengan oranglain. Oleh karena 
itu motif sekunder timbul karena interaksi dengan orang lain, maka motif ini 
sering juga disebut motif sosial.” 

 

 

2.2 Tinjauan Normatif 

A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Pegawai 

 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil mewadahi tentang tata cara penetapan gaji 

serta program kesejahteraan bagi pegawai. Pegawai Negeri berhak mendapatkan 

gaji sesuai dengan beban kerja serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Pemenuhan hak setelah pelaksanaan kewajiban oleh pegawai merupakan tanggung 

jawab dari negara. Sebagaimana dikatakan dalam undang-undang ini bahwa “Gaji 

adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang 

bersangkutan”. 

Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian mengatur 

kepegawaian di Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  
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Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 mengklasifikasikan pegawai 

negeri sipil sebagai berikut: 

a. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat 

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah 

b. Anggota Tentara Nasional Indonesia 

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

B. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat Daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 

menyusun anggaran pendapatan belanja daerah. Sesuai dengan isi pasal 66 ayat (1) 

yang berbunyi: 

“Keuangan daerah  dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungg jawab 

dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk 

masyarakat”. 

 

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai 

dasar pemberian otonomi daerah mengamanatkan tentang pelimpahan wewenang 

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terkait pada wewenang tersebut 

disebutkan pada pasal 129 yang berbunyi: 
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(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri 

Sipil secara nasional 

(2) Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi penetapan formasi pengadaan, pengangkatan, pemindahan, 

pemberhentian, penatapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak 

dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan 

pengendalian jumlah. 

 

D. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

Dalam UU ASN ada 3 (tiga) komponen yang menjadi sumber pendapatan 

bagi pegawai, yaitu gaji, tunjangan kinerja yang dibayar sesuai dengan pencapaian 

kinerja, dan tunjangan kemahalan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat 

kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Lebih 

lanjut pengaturan megenai kesejahteraan pegawai dijelaskan pada pasal 80 ayat (1), 

(2), (3) dan (4). 

 

E. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 
Dalam permendagri tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah 

daerah dalam memberikan tambahan penghasilan pegawai yang dibebankan kepada 

APBD apabila mendapatkan persetujuan DPRD. Pemberian tambahan penghasilan 
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pegawai tersebut tidak bersifat wajib melainkan bersifat pilihan disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

 

F. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali 

Mandar 

 

Peraturan ini selanjutnya dijadikan pedoman tentang mekanisme penatapan 

pemberian TPP kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencakup besaran 

nilai, indikator penilaian, klasifikasi pegawai serta tata cara pemberian TPP 

kepada Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Kabupaten Polewali Mandar. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

A. Pengaruh Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Terhadap Kinerja 

Pegawai Pada Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara. 

 

Penelitian yang ditulis oleh Irene Rambitan yang juga Alumni 

Institut Pemerintahan Dalam Negeri ini menunjukkan hasil penelitian bahwa 

ternyata terdapat adanya pengaruh dalam Pemberian Tunjangan Kinerja 

Daerah di lingkungan pemda Provinsi Sulawesi Utara meskipun masih 

tergolong kecil/rendah karena hasil penelitian hanya menunjukkan adanya 

pengaruh tunjangan kinerja sebesar 13,1% terhadap kinerja pegawai. 

Adapun kesamaan penelitian ini adalah terletak pada kesamaan fokus 

permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti. Dimana kedua fokus 

penelitian ini adalah mengenai Tambahan Penghasilan dalam Pemerintahan 

Daerah. 
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Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah dalam desain penelitian 

yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irene  Rambitan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan populasi 

penelitian seluruh pegawai BKD Provinsi Sulawesi Utara yang berjumlah 55 

orang. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner atau angket sebagai 

penunjang data secara spesifik. Dimana teknik perhitungannya 

menggunakan teknik perhitungan sederhana dengan teknik probability 

sampling dengan metode stratified sampling sedangkan pada penelitian 

sekarang peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif  

karena dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus dalam menggambarkan 

atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis 

dan bersifat objektif, benar-benar ada agar mampu memahami setiap 

permasalahan/fakta-fakta yang terjadi serta memecahkan permasalahan 

tersebut dengan menggunakan metode ilmiah. Selain itu penelitian kualitatif 

ini dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial yang 

ada bahkan yang tidak terduga sekalipun karena penelitian ini melibatkan 

peneliti secara langsung dalam peristiwa yang diamati. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah Kabag Ortala, Kasubag Kerjasama, Pertanahan 

dan Kesbangpol, Verifikator, Kasubag Humas dan Komunikasi, Staf Bagian 

Administrasi Pemerintahan Umum, Staf Bagian Hukum dan Staf 

Administrasi Kesra . 
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B. Implementasi Peraturan Bupati  Nomor 44 tahun 2012 Tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten 

Jepara. 

 

Penelitian ini ditulis Oleh Muhammad Adhi Prasetyo yang 

menunjukkan bahwa  Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2012 

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah telah berjalan 

cukup baik karena sejak diberlakukannnya Peraturan Bupati Nomor 44 

Tahun 2012 tingkat pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengalami penurunan 

dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun 

jika dilihat tujuan dari Peraturan tersebut maka kebijakan pemberian 

tambahan penghasilan tersebut belum sepenuhnya berhasil atau tepat sasaran 

karena hanya dapat dilihat dari aspek disiplin saja. Sedangkan tujuan 

dibentuknya Peraturan Bupati tersebut adalah untuk meningkatkan daya 

guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Jepara. 

Kesamaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti adalah fokus 

keduanya membahas bagaimana insentif (tambahan penghasilan) yang 

kemudian dianalisis implementasinya menggunakan teori Edward III yang 

meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun 

lokus yang peneliti teliti yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah juga 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adhi Prasetyo ini.   

Adapun perbedaan antara kedua penelitian ini adalah keduanya 

memiliki perbedaan dari segi substansi. Dimana pada penelitian ini fokus 

penulis terletak pada semua lembaga daerah yang terdapat di Kabupaten 
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Jepara Jawa Tengah. Sedangkan pada skripsi kali ini fokus penelitian hanya 

dilaksanakan pada Sekretariat Daerah  sebagai sample penelitian. 

Selanjutnya adalah perbedaan lokasi penelitian, jika penelitian 

sebelumnya dilakukan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah maka 

penelitian tesis ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat. 
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2.4 Kerangka Konsep 

Adapun kerangka konseptual yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali 
Mandar 

 

Faktor Pendukung/Penghambat 
 Komunikasi 
 Sumber Daya 
 Disposisi 
 Struktur Birokrasi 

 
 

Pemberian TPP pada PNS 
 Menyampaikan Laporan Hasil 

Kerja Pegawai 
 Verifikasi Laporan Hasil Kerja 

Pegawai 
 Pemberian Tambahan 

Penghasilan berdasarkan Hasil 
Kerja Pegawai 

 

 
Optimalnya Implementasi Kebijakan 
Tambahan Pegawai Negeri Sipil pada 
Sekretariat Daerah Polewali Mandar 

 

          Gambar 2.1 

     Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Desain Penelitian  

Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menemukan data dengan 

interpretasi yang tepat untuk membuat gambaran atau deskripsi terhadap 

implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai dilihat dari aspek sumber 

daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur organisasi. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu suatu metode penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat atau menjawab permasalahan 

yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mengetahui gambaran serta 

menganalisis Implementasi Kebijakan Tamabahan Penghasilan Pegawai pada 

Sekretariat Daerah Polewali Mandar  dengan menempuh langkah-langkah: 

pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data dan membuat kesimpulan 

serta laporan. Metode kualitatif merupakan proses berpikir yang dimulai dari data-

data yang terkumpul kemudian diambil secara umum. Metode kualitatif ini 

digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama metode kualitatif ini lebih 

mudah menyesuaikan apabila berhadapan langsung dengan kenyataan, kedua 

menyajikan langsung hubungan antara peneliti dengan responden dan lebih peka, 
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serta dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dengan 

pola-pola nilai yang dihadapi.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

yang terletak di Jalan Manunggal Nomor 11 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan 

Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan data 

penelitian mulai dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan September Tahun 

2018. 

 

3.3 Fokus dan Deskripsi Fokus 

 

Pada penelitian ini peneliti memiliki fokus penelitian pada Tambahan 

Penghasilan Pegawai dengan bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai Beban Kerja 

(TPP Beban Kerja) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

TPP Beban Kerja diberikan kepada PNS yang telah menyemapaikan Hasil 

Kerja Pegawai (HKP) bulanan. Setiap uraian hasil kerja yang dialporkan 

diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko, 

manfaat atau dampak, waktu penyelesaian, frekuensi hasil kerja, sifat keahlian 

yang dibutuhkan dan satuan hasil kerja. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan yang sesunngguhnya 

terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 
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pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data di 

lapangan. Dengan perannya sebagai pengumpul data penelitian, maka peneliti 

sebagai instrumen melakukan validasi terkait kesiapan melakukan penelitian 

sebelum terjun ke lapangan penelitian. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrumen penelitian meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian 

kualitatif dan penguasaan mengenai objek yang diteliti, yaitu Implementasi 

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali 

Mandar. Sedangkan berbagai bentuk alat-alat bantu serta dokumen-dokumen 

lainnya akan digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran 

peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolok ukur keberhasilan untuk 

memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan 

aktif swngan informasi kunci dan pendukung dan atau sumber data lainnya disini 

mutlak diperlukan. 

 

3.5 Narasumber/ Subjek dan Objek Penelitian 

Narasumber  penelitian dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1 

(satu)  Kabag Ortala, 1 (satu) orang Kasubag Kerjasama Pertanahan dan 

Kesbangpol dan 1 (satu) orang Verifikator 1 (satu) orang. Selanjutnya hasil 

wawancara yanng diperoleh dari subjek penelitian akan dilakukan triangulasi 

(cross check)  kepada 4 (empat) orang informan triangulasi yakni Kasubag Humas 

dan Komunikasi 1 (satu) orang, Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1 

(satu) orang, Staf Bagian Hukum 1 (satu) orang dan Staf Bagian Administrasi 
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Kesra 1 (satu) orang. Keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 7 

(tujuh) orang. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam penellitian ini adalah (1) Peraturan 

Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar (2) Profil Sekretariat Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar  (3) Data Rekapitulasi Verifikasi Hasil Kerja 

Pegawai. 

 

3.6 Identitas Informan 

Teknik penentuan informan yang dipakai adalah nonprophability sample 

dimana jenis penarikan sample dalam penelitian ini  ditentukan secara purposive 

samplingdengan dasar pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah 

kelompok yang dianggap lebih mengetahui tentang kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

Dari hasil wawancara dengan 3 (tiga) subjek penelitian, diperoleh hasil 

sebagai berikut : usia dari subjek penelitian bervariasi, yaitu mulai dari usia 40 

tahun, 36 tahun dan 35 tahun, latar belakang dari subjek penelitian adalah 

Sarjana/S2. Lama bekerja dari subjek penelitian di Sekretariat Daerah adalah 6-10 

tahun. 
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Tabel 3.1 
Data Subjek Penelitian 

 

NO KARAKTERISTIK 
SUBJEK PENELITIAN 

1 2 3 

1 Inisisal INS STA ANN 
2 Umur 40 Tahun 36 Tahun 35 Tahun 
3 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Perempuan 
4 Pendidikan 

Terakhir 
S2 S2 S2 

5 Lama Bekerja 5 Tahun 10 Tahun 4 Tahun 
 

Informan Triangulasi terdiri dari 4 (empat) orang informan triangulasi 

yaitu 1 (satu) orang informan adalah Kasubag Humas dan Komunikasi 1 (satu) 

orang, dan 3 staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

Dalam memberikan analisis mengenai hasil penelitian ini, peneliti 

mengklasifikasikan jawaban informan. Pengklasifikasian bertujuan untuk 

mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Pengklasifikasian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga 

dapat diklasifikasikan: 

(a) Satu subjek penelitian = sebagian kecil; 

(b) Dua subjek penelitian = sebagain besar 

(c) Tiga subjek penelitian = semua 

 

 



54 
 

2) Informan Triangulasi 

Sedangkan untuk informan triangulasi berjumlah 4 (empat) orang, 

sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(a) Satu sampai dua informan triangulasi = sebagian kecil 

(b) Tiga dan lebih dari tiga informasi triangulasi = sebagaian besar 

(c) Empat informan triangulasi = semua 

Untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Kebijakan 

Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar, penulis memilih informan adalah kelompok yang dianggap lebih 

mengetahui tentang permasalahan yang berkaitan dengan judul dan bersedia 

memberikan data adalah : 

1) Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana  (1 orang) 

2) Kepala Sub Bagian Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol Bagian 

Administrasi Pemerintahan Umum (1 orang) 

3) Verifikator Sekretariat Daerah (1 orang) 

4) Kepala Sub Bagian Humas dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol 

(1 orang) 

5) 1 Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan (1 orang) 

6) 1 Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (1 orang) 

7) 1 Staf Bagian Administrasi Kesra (1 orang) 
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3.7 Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian secara 

langsung kepada objek penelitian, melalui wawancara langsung dan 

mendalam dengan informan yaitu dengan menggunakan alat bantu 

kuesioner terstruktur dan pada umumnya bersifat baru. Data primer yang 

diambil meliputi hasil  wawancara dengan Kabag Ortala, Kasubag 

Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol serta Verifikator  tentang 

pelaksanaan Kebijakan Tambahan  Penghasilan Pegawai pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti melaksanakan sendiri 

wawancara terhadap informan dengan alasan agar memperoleh data yang 

akurat dan selengkap-lengkapnya dari informan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait untuk 

melengkapi hasil penelitian. Data Sekunder dimanfaatkan sebagai data 

pelengkap atau data pendukung data primer yang berhubungan dengan 

kepentingan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari data 

dokumentasi yaitu dalam bentuk data profil, laporan bulanan, agenda, 

transkrip dan lain-lain yang diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Profil Sekretariat Daerah,  

Data Anggaran HKP dan Data Rekapitulasi Laporan Hasil Kerja PNS. 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

 

A. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara Mendalam (in depth interview) 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara 

dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan 

yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara 

dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan 

menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara 

mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian 

tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah 

Polewali Mandar.  

b. Dokumentasi 

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi 

data utama yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain 

meliputi: Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dokumen daftar penerima 

HKP dan dokumen hasil verifikasi HKP. Data ini dipergunakan 
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untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap 

tempat dan peristiwa. 

c. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan langsung ke lokus dan objek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data 

faktual serta memahami situasi dan kondisi objek penelitian. 

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengunjungi kantor 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

B. Alat Bantu Penelitian 

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu 

(instrumen penulis). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat 

bantu yaitu: 

a. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak 

hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori 

yang berkaitan dengan  masalah yang diteliti. 

b. Alat Perekam 

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara agar 

penliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa 

harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam 
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pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah 

mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada 

saat wawancara berlangsung. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

 

 Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengematan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.  

 Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah langkah berikutnya adalah 

mengadakan reduksi data yang dilakuakn dengan jalan rangkuman yang 

inti, proses dengan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada di dalamnya.  

 Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan yakni 

melakukan koding 

 Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data, dan selanjutnya tahap penafsiran data dalam mengolah 

hasil sementara menjadi teori substantif dengan metode tertentu. 

 

3.10 Uji Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan triangulasi untuk 

mengecek keabsahan data/uji kredibilitas data. Metode Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  
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Dalam penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi 

sumber, yakni membandingkan dena mengecek balik drajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Adapun cara 

peneliti melakukan triangulasi sumber, antara lain: 

a. membandingkan data observasi yang didapatkan dengan wawancara pada 

informan 

b. membandingkan data wawancara antar informan satu dengan yang lain 

c. membandingkan data wawancara dengan dokumentasi yang telah 

dikumpulkan 

 

 

3.11 Operasionalisasi Konsep 

 

 Variabel Penelitian 

Dari kerangka konsep yang telah digambarkan (Gambar 2.1) selanjutnya 

dapat dijabarkan kedalam variabel-variabel penelitian. 

a. Komunikasi 

1) Transformasi Informasi 

Pada transformasi informasi Implementasi Kebijakan Tambaha 

Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah, harus disampaikan secara 

rinci tentang maksud, tujuan dan azas pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasila Pegawai pada Sekretariat  Daerah. Hal tersebut dilakukan agar 

terdapat pemahaman yang sama antara pembuat kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai. Pengelola Kebijakan  Tambahna Penghasilan 
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Pegawai dan  Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai penerima kebijakan, 

sehingga implementasi  kebijakan dapat tercapai secara maksimal. 

Ada beberapa hal yang mungkin timbul dan dapat menghambat 

transformasi informasi Pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai yaitu (1) informasi disampaikan melewati berlapis-lapis dn 

cenderung sangat hirarki sehingga terjadi distorsi kebijakan, karena 

kebijakan yang akan di implementasikan di terjemahkan secara berbeda-

beda oleh pelaksana kebijakan (2) pertentangan pendapat antar para 

pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil 

kebijakan (3) dan pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi 

mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan 

pelaksana kebijakan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu 

kebijakan. 

2) Kejelasan Informasi 

Faktor kedua yang berpengaruh pada komunikasi adalah kejelasan 

informasi. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang 

diinginkan sesuai dengan tujuan dari kebijakan, maka petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, 

tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Pada implementasi 

kebijakan Tambahan Pengahasilan Pegawai kejelasan informasi terdapat 

pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Polewali Mandar. 
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3) Konsistensi Informasi 

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan 

adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingiin berlangsung 

efektif,  maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana 

kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.  

b. Sumber Daya  

1) Sumber Daya Manusia 

2) Anggaran 

3) Fasilitas 

4) Informasi 

5) Kewenangan 

c. Sikap 

1) Kesadaran  pelaksana  

2) Petunjuk/ arahan pelaksana 

3) Intensitas dari respon 

d. Struktur  Birokrasi 

1) Karakteristik 

2) Norma-norma 

3) Pola Hubungan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

A. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan baimana 

Sekretariat Daerah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat 

eksis, antipatif, inovatif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang akan 

datang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin 

diwujudkan oleh instansi Sekretariat Daerah. Visi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar yang tertuang dalam Rencana Strategi 

(Renstra) 2014–2019. Adapun visi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar ialah “Terwujudnya Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan 

yang Tertib, Inovatif, Proaktif dan Akuntabel”. 

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar diatas, maka ditetapkan misi Sekretariat Daerah tahun 2014 – 2019, 

sebagai berikut : 

a. meningkatkan administrasi pemerintahan; 

b. meningkatkan penataan administrasi pembangunan; 

c. optimalisasi Tatakelola Birokrasi Pemerintah Daerah; 

d. meningkatkan Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah; 
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 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah 

membawahi 3 Asisten yaitu: 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi : 

1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

- Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan 

- Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan 

Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Politik 

- Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama 

2) Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat 

- Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 

- Sub Bagian Sosial, Agama dan Penanggulangan Bencana 

- Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga 

Berencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

3) Bagian Hubungan  Masyarakat dan Protokol 

- Sub Bagian Pemberitaan 

- Sub Bagian Protokol 

- Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi 
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b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi : 

1) Bagian Administrasi Pembangunan 

- Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik 

- Sub Bagian Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 

- Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman 

2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 

- Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

- Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan 

- Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Energi dan 

Lingkungan Hidup  

3) Bagian Administrasi Perekonomian 

- Sub Bagian Koperasi dan UKM 

- Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan 

- Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Daerah  

c. Asisten Administrasi Umum  membawahi : 

1) Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

- Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi 

Hukum 

- Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM 

- Sub Bagian Tindak Lanjut  

2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana 

- Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

- Sub Bagian Ketatalaksanaan 
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- Sub Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur  

3) Bagian Umum dan Perlengkapan 

- Sub Bagian Tata Usaha 

- Sub Bagian Rumah Tangga 

- Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 

4) Bagian Pengelola Keuangan 

- Sub Bagian Anggaran 

- Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan 

- Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

 

 Kondisi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar 

 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar saat ini sebanyak 182 orang yang terdiri dari 110 

laki-laki dan 72 perempuan. Adapun Kondisi kepegawaian Lingkup Sekretariat 

Daerah Kabupaten Polewali Mandar menurut tingkat pendidikan tahun 2015 

tergambar dalam tabel sebagaimana pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017 

 

Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 
SD 2 - 2 

SLTP 4 3 7 

SLTA 23 10 33 

Sarjana Muda 2 2 4 

Strata Satu 

(S1) 
40 32 72 

Strata Dua 

(S2) 
18 7 25 

Strata Tiga 

(S3) 
1 - 1 

Total 90 54 144 

Sumber : Data Kepegawaian Bagian Ortala Setda 

Ditinjau dari segi pendidikan pegawai yang ada di Kabupaten Polewali 

Mandar penyebarannya cukup bervariasi antara masing-masing tingkat 

pendidikan, dimana terdiri atas tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang (1%), 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 7 orang (5%), Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 33 orang (23%), Sarjana Muda/Diploma 

sebanyak 4 orang (3%), Sarjana Strata Satu (S1) sebanyak 72 orang (50%), 

Sarjana Strata Dua (S2) sebanyak 25 orang (17%) dan Sarjana Strata Tiga (S3) 

sebanyak 2 orang (1%). 

 Pendidikan merupakan cermin bagi kemajuan suatu daerah dimana makin 

tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi pula daya pikir untuk melakukan 

pekerjaan dan konsekuensinya makin tinggi pula tingkat kesejahteraannya artinya 



67 
 

 
 

makin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai maka semakin tinggi 

pula tingkat keefektifan kerja yang dihasilkannya. 

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 

 Mandar Menurut Golongan Tahun 2017 

 

Golongan Laki-laki Wanita Jumlah 

I 2 - 2 

II 21 11 32 

III 51 43 94 

IV 16 - 16 

Total 90 54 144 

Sumber : Data Kepegawaian Bagian Ortala Setda 

Tingkat jabatan struktural menentukan banyaknya jabatan dan tingkat 

eselon yang diduduki oleh seseorang yang memegang jabatan struktural. Dengan 

melihat tabel dibawah ini dapat diketahui jumlah jabatan struktural dan eselon 

yang terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali  

 Mandar Menurut Eselon Tahun 2017 

 

Eselon Laki-laki Wanita Jumlah 

II 8 - 8 

III 9 - 9 

IV 17 10 27 

Total 35 9 44 

    Sumber : Data Kepegawaian Bagian Ortala Setda 
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 Kondisi eselonisasi dalam jabatan struktural pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar untuk eselon yang tertinggi adalah eselon IIA yaitu, 

jabatan Sekretaris Daerah. Sedangkan yang lainnya seperti asisten dan staf ahli 

adalah eselon IIB, para kepala bagian eselon IIIA dan para kepala sub bagian 

eselon IVA. Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi distribusi 

pegawai berdasarkan eselon menunjukkan kondisi yaitu, eselon II terdiri atas 8 

orang (17,39%), eselon III terdiri atas 9 orang (19,57%) dan eselon IV terdiri atas 

29 orang (63,04%). 

 

B. Temuan Penelitin 

1) Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan pada Pegawai Negeri 

Sipil Sekretariat Daerah Polewali Mandar 

 

Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka 

meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Polewali Mandar di apresiasikan dalam bentuk Peraturan Bupati 

Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut 

merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

Seperti yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 

Tambahan penghasilan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang 

telah menyampaikan laporan HKP bulanan. Setiap uraian hasil kerja dilaporkan 

diberikan bobot poin berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko 
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berdasarkan pertimbangan beban tenaga, pikiran, resiko, manfaat atau dampak, 

waktu penyelesaian, frekuensi hasil kerja, sifat keahlian yang dibutuhkan dan 

satuan hasil kerja. 

Dari hasil wawancara mendalam, semua subjek penelitian menyatakan 

bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dalam hal ini Hasil Kerja Pegawai adalah 

penghasilan yang berada diluar gaji pokok pegawai yang diberikan berdasarkan 

laporan kerja pegawai. Kebijakan ini memberikan semangat kepada Pegawai 

Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan tugas 

tambahan yang telah diberikan. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini membantu 

Pegawai Negeri Sipil memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi hasil kinerja 

pada tahun 2016 dan 2017 Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar telah 

menetapkan 9 (sembilan) tujuan, 29 sasaran strategis, 144 indikator kinerja, 28 

program dan 79 kegiatan. Realisasi kinerja dari sasaran pada tahun 2016 dan 2017 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai 

dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaapaian 

kegiatan 95%, berdasarkan skala penilaian tersebut diatas, bahwa suatu organisasi 

dinyatakan berhasil dan dinyatakan baik apabila capaian target kinerjanya 

melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencapain kinerja dapat membuktikan 

bahwa kebijakan tambahan penghasil pegawai pada Sekretariat Daerah mampu 

meningkatkan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas 

tambahannya. 
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Adapun mekanisme pemberian tambahan penghasilan pada PNS 

Sekretariat Polewali Mandar adalah dengan : 

 Menyampaikan Laporan HKP Bulanan 

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, untuk mendapatkan 

Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS harus memenuhi kewajibannya sebagai 

berikut: menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya, telah menyusun Sasaran 

Kerja Pegawai, telah menyusun Rencana Aksi kegiatan satuan kerja serta 

mengumpulkan laporan Hasil Kerja Pegawai (HKP). Dari hasil wawancara 

sebagian besar subjek penelitian menyampaikan hasil yang sama. 

Seperti yang disampaikan informan 1 (inisial INS) yang menyatakan :  
 
“persyaratan untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai 
berdasarkan Peraturan Bupati adalah telah menyampaikan DP-3 satu tahun 
sebelumnya, telah menyusun SKP tahun berjalan, telah menyusun 
Penetapan Kinerja, Pendapatan Kinerja Operasional Eselon III dan IV 
serta telah menyusun rencana aksi kegiatan satuan kerja. Persyaratan ini di 
kumpul di bagian Ortala Setda” (Wawancara dengan Kabag Ortala Setda 
Kab. Polewali Mandar, tanggal 22 Agustus 2018) 
 

Hasil wawancara dengan Informan 1 menjelaskan persyaratan terkait cara 

memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai yakni dengan menyampaikan DP-3 

satu tahun sebelumnya dan menyusun SKP tahun berjalan pada Bagian Ortala 

Setda. 

Informan 2 (Inisial STA) yang menjabat sebagai Kasubag Kerjasama, 

Pertanahan dan Kesbangpol Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

menyampaikan:  

 

“persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai itu harus 
mengumpulkan beberapa dokumen ke Bagian Ortala Setda berupa DP-3, 
SKP dan rencana aksi. Setelah mengumpulkan beberapa dokumen wajib 
itu, selanjutnya mengumpulkan Hasil Kerja Pegawai kepada Verifikator 
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HKP untuk dilakukan verifikasi HKP” (wawancara dengan Kasubag. 
Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol, Tanggal 23 Agustus 2018) 
 

Pernyataan dari Informan 2 menjelaskan persyaratan untuk memperoleh 

Tambahan Penghasilan Pegawai, PNS yang bersangkutan harus terlebih dahulu 

mengumpulkan dokumen ke Bagian Ortala berupa DP-3, SKP dan rencana aksi. 

Pernyataan senada juga disampaikan informan 3 (inisial ANN) selaku 

Verifikator: “alur sebelum penerimaan TPP itu adalah mengumpulkan dokumen 

tahunan ke Bagian Ortala berupa SKP, DP-3 dan rencana aksi selanjutnya 

mengumpulkan HKP tiap bulan di awal bulan berjalan” (Wawancara dengan 

Verifikator Setda, tanggal 03 September 2018) 

 

Selanjutnya pernyataan informan di validasi dengan melakukan 

wawancara dengan informan triangulasi 

 

Kasubag Humas dan Komunikasi menyatakan bahwa :  

“tahapan untuk memperoleh tambahan panghasilan itu yang pertama musti 
menginput kerjaan kita dulu ke websitenya ortala, metode yang baru 
digunakan di tahun ini begitu nyaman dengan tersedianya kode uraian 
kerja kita. Tidak perlu lagi membuka Perbup untuk melihat kode kerjaan” 
(Wawancara dengan Kasubag Humas dan Komunikasi, tanggal 22 Agustus 
2018) 
 

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Bagian Hukum dan Perundang-

undangan yang menyatakan : “kalau mau terima HKP ya kerja dulu terus laporkan 

kerjaan kita” (Wawancara dengan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan, 

tanggal 03 September 2018) 
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 Verifikasi Laporan HKP 

Tahapan kedua dalam mekanisme pemberian tambahan penghasilan pada 

PNS Sekretariat Daerah adalah verifikasi laporan HKP. Tahapan ini dilakukan 

oleh verifikator yang telah ditunjuk untuk melakukan pengecekan akan HKP PNS 

yang berpedoman dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar. Penunjukan tim verifikator memperhatikan 

kompetensi PNS.  Hal ini sesuai dengan wawancara Kabag Ortala yang 

menyatakan bahwa : 

“Hasil Kerja Pegawai adalah tambahan penghasilan berdasarkan laporan 
hasil kerja pegawai, yang diberikan kepada pegawai setiap bulan. Pekerjaan 
yang telah diselesaikan dinilai dengan poin sesuai dengan resiko pekerjaan 
dan lama waktu penyelesaiannya. Hal ini membuat Pegawai Negeri Sipil 
semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan tugas 
tambahan yang telah diberikan. Pelaporan Hasil Kerja Pegawai ini 
selambat-lambatnya 3 hari setelah berakhirnya bulan pelaporan, yang 
dilanjutkan dengan verifikasi Hasil Kerja Pegawai oleh tim verifikator. Tim 
verifikator yang ada merupakan hasil dari seleksi PNS yang dianggap 
berkompeten untuk menjadi verifikator dengan memperhatian kompetensi 
PNS tersebut. Saya rasa kebijakan ini cukup membantu Pegawai Negeri 
Sipil, karena waktu pembayaran Hasil Kerja Pegawai ini di akhir bulan. 
Pemberian tambahan penghasilan ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 
45 Tahun 2016” (Wawancara dengan Kabag Ortala, tanggal 22 Agustus 
2018) 
 
Pertanyataan yang sama dengan informan kedua Inisial STA yang 

menyatakan: “laporan yang sudah diinput itu kita print out lalu di periksa oleh tim 

verifikator. Biasanya laporan HKP yang tidak sesuai dengan perbup akan di coret 

dan otomatis jumlah poin yang dilaporkan akan berkurang” (Wawancara dengan 

Kasubag Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol, tanggal 23 Agustus 2018) 

 



73 
 

 
 

Selanjutnya verifikator Setda alias ANN menjelaskan tufoksinya sebagai 

verifikator  

“kami sebagai pemeriksa Hasil Kerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
surat tugas yang di tandatangani oleh Asisten 3, tufoksi kami sebagai 
verifikator itu adalah menerima laporan HKP PNS, memeriksa kesesuaian 
jumlah bobot, jumlah waktu dan uraian kerja. Memeriksa HKP PNS ini 
harus berpedoman dengan Perbup 45 Tahun 2016” (Wawancara dengan 
verifikator Setda, tanggal 03 September 2018) 
 
 
 

 Pemberian TPP pada PNS sesuai dengan HKP 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja merupakan suatu 

kebijakan untuk memberikan penghargaan terhadap kedisiplinan dan 

produktifitas kerja PNS dengan tujuan untuk: 

a. mendorong pemenuhan terhadap sasaran kerja PNS dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewajiban PNS 

b. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS 

c. meningkatkan kesejahteraan PNS 

Berikut adalah hasil petikan wawancara mendalam dengan ketiga subjek 

penelitian, yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan yang diperoleh itu 

berdasarkan jumlah poin dalam HKP yang nilai bobot poinnya berdasarkan 

tenaga, pikiran, resiko dan manfaat yang diberikan. Pada Laporan HKP juga 

di cantumkan dokumen pembuktian atau output dari hasil kerja yang 

dilaporkan.  

Informan 1 (inisial INS) menjelaskan bahwa : 

 

“kebijakan pemberian tambahan penghasilan ini berdasarkan hasil kerja 
yang dilaporkan oleh PNS. Kebijakan ini membantu PNS memenuhi 
kebutuhan hidupnya, selain itu kebijakan ini mampu meningkatkan 
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kinerja PNS dankompetensinya. Dalam Peraturan Bupati terlampir 
besaran poin dan jumlah waktu yang telah ditetapkan untuk suatu 
kerjaan, dimana dasar pemberian bobot poin pada pekerjaan PNS adalah 
berapa besar tenaga yang dikeluarkan, berapa besar pikiran, berapa besar 
resiko yang diambil dan berapa besar manfaat yang diberikan dengan 
pekerjaan tersebut. Selanjutnya poin ini di nilai dalam bentuk rupiah 
berdasarkan anggaran yang telah disediakan dibagi jumlah poin HKP 
PNS se Kabupaten Polewali Mandar” (Wawancara dengan Kabag Ortala, 
tanggal 22 Agustus 2018) 

 

 

Pernyataan senada yang disampaikan oleh informan 2 (inisial STA) yang 

menjabat sebagai Kasubag Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol Bagian 

Administrasi  Pemerintahan Setda, menyatakan : “Hasil Kerja Pegawai adalah 

penghasilan pegawai selain gaji pokok yang diberikan setiap akhir bulan dengan 

tujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS” (Wawancara dengan Kasubag 

Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol Bagian Administrasi Pemerintahan 

Umum. Tanggal 23 Agustus 2018) 

 

Demikian juga yang disampaikan informan 3 (inisial ANN) sebagai 

Verifikator Setda:  

“yang dimaksud dengan Hasil Kinerja Pegawai adalah kebijakan 
Pemerintah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai 
yang berdasarkan laporan hasil kerja pegawai. Adapun tahapan pemberian 
tambahan penghasilan pegawai ini melewati beberapa tahap dimuali dari 
PNS yang melaporkan hasil kerjanya dengan cara menginput di website 
resmi ortala www.ortalapolmankab.go.id print out HKP ini diserahkan ke 
bagian ortala, selanjutnya  kami sebagai verifikator memeriksa HKP yang 
telah terkumpul. Selanjutnya jumlah poin yang dari keseluruhan PNS 
tersubut direkap dan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk di proses” 
(Wawancara dengan Verifikator Setda, tanggal 03 September 2018) 
 

Setelah dilakukan konfirmasi dengan informan triangulasi, semua 

informan triangulasi menyatakan hal senada dengan subjek penelitian. 

http://www.ortalapolmankab.go.id/
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Kasubag humas dan komunikasi menyatakan bahwa : “Besaran TPP yang 

diperoleh itu hasil kali jumlah poin setelah diverifikasi dengan jumlah nilai 

konversi poin kedalam Rupiah. Biasanya jumlah Rupiah 1 poin adalah Rp.150” 

(Wawancara dengan Kasubag Humas dan Komunikasi, tanggal 22 Agustus 2018). 

Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyatakan bahwa: “saya 

sangat terbantu dengan adanya tambahan penghasilan pegawai ini apalagi kalau 1 

poin itu di nilai tinggi” (Wawancara dengan Staf Bagian Hukum dan Perundang-

Undangan, tanggal 03 September 2018) 

Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum menyaakan bahwa: 

“dengan adanya pemberian tambahan penghasilan pada pegawai ini saya tidak 

khawatir dengan tanggal tua, karena TPP selalu cair pada akhir bulan” 

(Wawancara dengan Satf Abgian Administrais Pemerintahan Umum, tanggal 03 

September 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti di lapangan terkait 

mekanisme pemberian TPP pada Sekretariat Daerah melewati beberapa tahap, 

sebagai berikut: 

1. Telah menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya 

2. Telah menyusun SKP tahun berjalan 

3. Melaporkan HKP dengan menginput uraian pekerjaan disertai dengan 

jumlah waktu kerja dan dokumen pembuktian hasil kerja melalui website 

resmi www.ortalakab.go.id dengan apllikasi SIMKP 

4. Mengumpulkan HKP ke unit pelaksana kebijakan TPP, Bagian Ortala 

Setda 

http://www.ortalakab.go.id/
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5. Verifikator melakukan pengecekan kesesuaian hasil kerja pegawai 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 

6. Perhitungan jumlah keseluruhan poin PNS Kabupaten Polewali Mandar 

7. Penetapan nilai konversi poin ke Rupiah 

8. Perhitungan jumlah TPP yang diperolah 

9. Penerimaan TPP 

 

2) Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar 

 

A. Komunikasi 

 

Komunikasi yang akan digali dalam penelitian ini adalah komunikasi 

dalam konteks komunikasi dari pelaksana Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai penerima 

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai. 

 

Dari hasil wawancara dengan subjek penelitian bahwa semua subjek 

penelitian pernah mengikuti sosialisasi terkait Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai. Berikut petikan wawancara dengan subjek 

penelitian: 

 Informan 1 (inisial INS) menjelaskan bahwa:  
 

“Sosialisasi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ini kami lakukan 
tiap tahun, dengan memberikan penyempurnaan sistem penginputan 
tambahan penghasilan pegawai, khususnya pelaporan Hasil Kerja 
Pegawai.Kami tiap tahunnya selalu memberikan pembaruan sistem 
penginputan Hasil Kerja Pegawai” (Wawancara dengan Kabag Ortala 
Setda, tanggal 22 Agustus 2018) 
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 Demikian juga yang disampaikan oleh informan 2 (Inisial STA) yang 

menjabat sebagai Kasubag Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol Bagian 

Administrasi Pemerintahan Umum: “informasi terkait kebijakan TPP 

selalu update dengan adanya sosialisasi yang dilakukan jika ada 

pembaharuan sistem penginputan HKP, selain itu surat pemberitahuan 

terkait bobot poin dalam 1 bulan selalu ada” (Wawancara dengan Kasubag 

Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum Setda, Tanggal 03 September 2018) 

 

 Informan 3 (Inisial ANN) :  

 

“sosialisasi terkait kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai ini 

pernah dilakukan dengan melibatkan seluruh PNS di Sekretariat 

Dearah Kabupaten Polewali Mandar serta melakukan uji coba 

pelaksanaan penginputan HKP berbasis online” (Wawancara dengan 

Verifikator Setda, tanggal 03 September 2018) 

 

 Untuk memvalidasi data yang disampaikan oleh subjek penelitian 

maka dilakukan wawancara mendalam dengan informan triangulasi yaitu 

Kasubag Humas dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol, Staf 

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, serta Staf Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum dan Staf Administrasi Kesra. 

 
Kasubag Humas dan Komunikasi (Inisial HSH) menyatakan: 
“Kebijakan TPP ini merupakan kebijakan yang yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan memberikan 
tambahan penghasilan kepada pegawai disetiap bulan” (Wawancara 
dengan Kasubag Humas dan Komunikasi Tanggal 22 Agustus 2018) 
 

 Hal senada juga disampaikan oleh Staf Bagian Hukum dan 

Perundang-undangan (Inisial ASL) yang menyatakan: 
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“kebijakan TPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar ini terbilang kebijakan yang bagus 
karena penambahan penghasilan pegawai ini berdasarkan kinerja 
pegawai yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Kinerja 
Pegawai” (Wawancara dengan Staf Bagian Hukum dan Perundang-
undangan tanggal 03 September 2018) 

 
Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Inisial MAP) 

menyatakan:  

“dengan adanya kebijakan tentang penambahan penghasilan pegawai 
tentunya menjadi keuntungan tersendiri untuk pegawai negeri sipil 
karena dengan adanya kebijakan penambahan penghasilan pegawai 
maka akan mempengaruhi kesejahteraan pegawai. Kebijakan 
penambahan penghasilan pegawai akan menambah motivasi PNS 
untuk meningkatkan disiplin dan kinerjanya. Tinggal sekarang 
bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik” 
(Wawancara dengan Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum , 
tanggal 03 September 2018) 

 
 Sementara informan Triangulasi Staf Bagian Administrasi Kesra 

(Inisial RHT) menyatakan: “kebijakan HKP ini sangat meningkatkan taraf 

kesejahteraan pegawai, apalagi pembayarannya selalu diakhir bulan” 

(Wawancara dengan Staf Bagian Administrasi Kesra, tanggal 06 

September 2018) 

 

Hasil konfirmasi dengan informan triangulasi pada penelitian ini, 

sebgaian besar informan triangulasi menjawab bahwa informasi tentang 

kebijakan tambahan penghasilan pegawai merupakan kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan 

memberikan tambahan penghasilan pegawai diluar gaji pokok yang 

mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. 

 

 



79 
 

 
 

B. Sumber Daya 

 

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat 

digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi Kebijakan 

Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, 

anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. 

Dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, semua subjek 

penelitian mengatakan bahwa sumber daya berpengaruh terhadap 

pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat 

Dearah Kabupaten Polewali Mandar. Berikut hasil petikan wawancara 

mendalam dengan subjek penelitian: 

Informan 1 (Inisial INS), menyatakan bahwa:  
 
“dari sumber daya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar, sudah menununjukkan sumber daya yang mencukupi, dimana 
sumber daya manusia yang menjadi verifikator sudah mencukupi, 
fasilitas untuk penginputan hasil kerja pegawai juga sudah tersedia 
yakni dengan adanya situs resmi www.ortalakab.go.id dengan masuk 
ke aplikasi SIMKP kemudian melaporkan segala kegiatan yang 
dilakukan sesuai dengan kode pekerjaannya dan menurut saya 
anggaran yang telah disediakan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai 
sudah cukup” (Wawancara Kabag Ortala Setda, tanggal 22 Agustus 
2018) 

 

Sementara informan 2 (Inisial STA), Kasubag Kerjasama, Pertanahan 

dan Kesbangpol menyatakan:  

“sumber daya di Sekretariat Daerah sudah cukup mendukung dalam 
pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasian Pegawai khususnya 
pada pelaporan HKP. Di kantor ini sudah disediakan jaringan internet 
sehingga memudahkan pegawai untuk menginput laporan hasil kerja 
pegawai, meskipun terkadang jaringan internet loadingnya lama” 
(Wawancara dengan Kasubag Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol 

http://www.ortalakab.go.id/
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Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda, tanggal 23 Agustus 
2018) 

 

Demikian juga, informan 3 (inisial ANN) verifikator HKP Setda 

menyatakan:  

“fasilitas untuk menginput Hasil Kerja Pegawai ini sudah sangat 
bagus dan mempermudah pegawai melaporkan kerjaannya. 
Penyempurnaan aplikasi penginputan HKP tiap tahun dilakukan dan 
pada tahun 2018 ini aplikasi pelaporan HKP melalui aplikasi SIMKP 
(Sistem Informasi Kinerja Pegawai). Dengan adanya aplikasi SIMKP 
ini pegawai sudah tidak salah input kode kerjaannya lagi. Namun 
masih ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan hasil kerjanya 
dengan alasan kesulitan dalam menginput melalui aplikasi SIMKP. Ini 
disebabkan karena kebanyakan pegawai menginput laporan HKP satu 
hari sebelum batas waktu pengumpulan HKP, sehingga server aplikasi 
SIMKP tidak memadai untuk memproses aplikasi SIMKP. Oleh 
karena itu PNS dengan model kerja seperti ini tidak bisa 
mengumpulkan Laporan HKP nya tepat waktu” (Wawancara dengan 
Verifikator Setda, tanggal 03 September 2018) 

 

Setelah dikonfirmasi dengan informan triangulasi, semua informan 

triangulasi menyampaikan bahwa sumber daya berupa anggaran yang ada 

di Sekretariat Dearah sudah cukup memadai, berbeda dengan sumber daya 

berupa fasilitas untuk mengakases internet kurang dan mendukung 

terlaksananya Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai. Berikut hasil 

wawancara mendalam dengan informan triangulasi. 

Kasubag Humas dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol 

menyatakan:  

“laporan Hasil Kerja Pegawai merupakan dasar dari pemberian 
tambahan penghasilan pegawai, nah laporan HKP ini dulunya kita 
membuatnya secara manual dengan melihat pedoman bobot poin pada 
Perbup terkait Kebijakan TPP. Sekarang lebih mudah melaporakan 
HKP dengan adanya fasilitas aplikasi SIMKP, selain itu verifikator 
HKP juga cukup aktif melakukan konfirmasi dengan pegawai yang 
diperiksanya” (Wawancara dengan Kasubag Sandi dan 
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Telekomunikasi Bagian Humas dan Protokol Setda, tanggal 22 
Agustus 2018) 
 
Staf Bagian hukum dan Perundang-undangan (Inisial ASL) 

menyatakan:  

“masalah anggaran yang telah disediakan Pemerintah untuk Kebijakan 
TPP itu sudah cukup memuaskan. Dengan adanya kebijakan TPP ini, 
kebutuhan di akhir bulan itu mampu terpenuhi karena waktu pencairan 
TPP selalu di akhir bulan” (Wawancara dengan Staf Bagian Hukum 
dan Perundang-undangan Setda, tanggal 03 Septemeber 2018) 
 
 
Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Inisial MAP) 

menyatakan:  

“untuk memperlancar dan mempermudah pelaporan HKP tersebut, 
maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Bagian 
Organisasi Tata Laksana sebagai unit OPD yang menjalankan 
kegiatan tersebut telah menyediakan aplikasi SIMKP sebagai media 
untuk pelaporan HKP setiap bulannya” (Wawancara dengan Staf 
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 03 September 
2018) 
 
Staf Bagian Administrasi Kesra (Inisial RHT) menyatakan: “Sumber 

Daya yang diberikan berupa fasilitas aplikasi penginputan serta pedoman 

pembuatan laporan dalam bentuk Perbup” (Wawancara dengan Staf 

Bagian Administrasi Kesra, tanggal 03 September 2018) 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Anggaran TPP Beban Kerja 

pada Tahun 2016 meningkat hingga Tahun 2018, hal tersebut dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Anggaran TPP Beban Kerja 

 

No Tahun Bulan Anggaran 
Jumlah 

Poin 
Nilai 1 
poin 

1 2016 Juli Rp. 64.763.200 246.234 Rp. 263 
2 2017 Juli Rp. 65.807.205 263.229 Rp. 249 
3 2018 Juli Rp. 82.467.840 589.056 Rp. 140 

 

Dari tabel diatas terlihat jelas anggaran untuk TPP Beban Kerja tiap 

tahunnya meningkat terlihat pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada 

bulan Juli tahun 2016 anggaran TPP Beban Kerja sebanyak 

Rp.64.763.200,-  dengan jumlah poin PNS yang mengumpulkan HKP 

sebanyak 246.223 poin sehingga nilai 1 poin yang dikonversikan ke rupiah 

sebanyak Rp.263,-. Pada tahun 2017 tepatnya bulan Juli, anggaran TPP 

Beban Kerja sebanyak Rp.65.807.205 dengan jumlah poin 263.229 dan 1 

poin dinilai Rp.249,-. Pada tahun 2018 bulan Juli anggarannya sebanyak 

Rp.82.467.840 dengan jumlah poin 589.056 dan nilai 1 poin sebesar 

Rp.140,-. Anggaran yang meningkat belum tentu nilai konversi poin ke 

dalam rupiah juga meningkat. Hal tergantung jumlah poin yang terkumpul. 

Nilai 1 poin merupakan hasil bagi nilai anggaran dengan jumlah poin. 

 

C. Sikap 

 

Faktor sikap yang akan digali dari subjek penelitian ini adalah sikap 

pelaksana kebijakan atau implementor pada pelaksanaan Kebijakan 

Tambahan Penghasilan Pegawai 

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh subjek penelitian, semua 

objek penelitian setuju bahwa sikap profesionalisme harus diterapkan 
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dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai. Berikut 

hasil petikan wawancara mendalam dengan subjek penelitian. 

 

Informan 1 (Inisial INS), selaku Kabag Ortala menyatakan:  
 
“saya selaku Kabag Ortala sangat mendukung pelaksanaan kebijakan 
TPP ini dengan maksud untuk memberikan penghargaan terhadap 
kedispilinan dan produktifitas kerja PNS di Kabupaten Polewali 
Mandar. Saya membentuk tim pengawasan Hasil Kinerja Pegawai 
yakni dengan memasukkan beberapa anggota tim dari PNS di 
berbagai Organisasi Perangkat Daerah. Tim verifikator ini yang 
melakukan pengecekan Laporan HKP dengan memperhatikan 
kesesuaikan uraian kerja dengan perhitungan bobot poin kerja. Saya 
berharap dengan adanya kebijakan TPP ini menambah motivasi PNS 
dalam bekerja” (Wawancara dengan Kabag Ortala, tanggal 22 
Agustus 2018) 

 

Hasil wawancara dengan Kabag Ortala menunjukkan sikap pelaksana 

kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai yang profesional dengan 

merencanakan pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

pada Sekretariat Daerah agar mencapai tujuan dari kebijakan. Bentuk dari 

dukungan untuk mencapai tujuan Kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai dengan membentuk tim verifikator yang bertugas untuk 

mengecek Hasil Kerja Pegawai. 

Berikut tanggapan dari Informan 2 (Inisial STA), selaku Kasubag 

Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol:  

“saya sebagai penerima kebijakan TPP mengakui bahwa pelaksana 
kebijakan ini cukup profesional. Sebagai teknis pelaksana kebijakan 
ini, Bagian Ortala mengirimkan surat pemberitahuan batas waktu 
pengumpulan HKP ke setiap bagian di Sekretariat Daerah, apabila 
PNS mengumpulkan HKP di luar waktu yang telah di tentukan maka 
Laporan HKP PNS tersebut tidak bisa diterima lagi. Ini merupakan 
bukti ke profesionalan pelaksana kebijakan TPP ini” (Wawancara 
dengan Kasubag Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol, tanggal 23 
Agustus 2018) 
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Hasil wawancara dengan Kasubag Kerja sama, Pertanahan dan 

Kesabngpol menunjukkan bentuk dukungan pelaksana kebijakan tambahan 

penghasilan pegawai untuk mencapai tujuan dari kebijakan tambahan 

penghasilan pegawai yang terlihat dari aktifnya Bagian Ortala memberikan 

informasi tekait Tambahan Penghasilan Pegawai di setiap bulan melalui 

surat masuk ke setiap Bagian pada Sekretariat Daerah. 

Informan 3 (Inisial MHM) selaku anggota verifikator HKP 

menyatakan:  

“saya selaku tim verifikator melaksanakan tugas saya dengan penuh 
tanggung jawab dengan mengecek Laporan HKP selanjutnya 
melakukan konfirmasi jika ada mengganjal terkait volume 
pekerjaannya kepada PNS yang HKP nya di periksa” (Wawancara 
dengan Verifikator Setda, tanggal 03 September 2018) 
 

Pernyataan subjek penelitian dilakuakn pengecekan atau pembanding 

terhadap data menggunakan wawancara kepada informan triangulasi. 

Berikut hasil wawancara dengan informan triangulasi. 

Kasubag Humas dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol 

menyatakan: “saya cukup senang dengan tim verifikator yang aktif 

melakukan cross check HKP yang telah dibuat” (Wawancara dengan 

Kasubag Humas dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol, tanggal 22 

Agustus 2018) 

 Staf  Bgaian Hukum dan Perundang-undangan menyatakan: 
 

 “pelaksanaan Kebijakn TPP ini begitu antusias dimana setiap 
bulannya Bagian Ortala mengirimkan surat pemberitahuan untuk 
pengumpulan laporan HKP dan memberitahukan harga 1 poin yang 
tiap bulannya selalu berubah tergantung jumlah poin yang masuk 
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dengan anggaran yang ada” (Wawancara dengan Staf Bagian Hukum 
dan Perundang-undangan Setda, tanggal 06 September 2018) 

 

 Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum (Inisial MAP) 

menyatakan: “kebijakan TPP ini sudah dilaksanakan dengan baik tentunya 

dari sikap pelaksana kebijakan ini yang profesional” (Wawancara dengan 

Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 03 September 

2018) 

 

 Staf Bagian Administrasi Kesra menyatakan: “selaku penerima 

kebijakan TPP ini sangat bersyukur dengan adanya kebijakan ini sangat 

membantu saya memenuhi kebutuhan dan pastinya manfaat yang saya 

rasakan ini tidak luput dari kerjasama tim pelaksana yang baik” 

(Wawancara dengan Staf Bagian Administrasi Kesra, tanggal 06 

September 2018) 

 Setelah dikonfirmasi dari informan triangulasi, semua informan 

triangulasi mengatakan bahwa sikap pelaksana Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai sudah cukup baik. 

D. Struktur Birokrasi 

 

 Edward III dalam Winarno (2007) mengatakan bahwa Birokrasi 

merupakan salah satu badan yang paling sering, bahkan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar 

memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam 

rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. 
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Setelah dilakukan wawancara mendalam dengann subjek penelitian, semua 

subjek penelitian mengatakan bahwa birokrasi memiliki peran yang sangat 

tinggi serta berpengaruh dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah. Berikut hasil wawancara 

dengan ketiga subjek penelitian. 

 Informan 1 (Inisial INS), menyatakan:  
 

“pada dasarnya kami melaksanakan Kebijakan Tambahan Penghasilan 
Pegawai pada Lingkup Polewali Mandar mengacu pada Peraturan 
Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai dan dalam mewujudkan kinerja yang efektif di lingkungan 
pemerintahan tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai 
Negeri Sipil. Kebijakan inilah yang menjadi pedoman kami dalam 
melaksanakan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkup 
Kabupaten Polewali Mandar” (Wawancara dengan  Kabag Ortala 
Setda, tanggal 22 Agustus 2018) 

 

 Informan 2 (Inisial STA), menyatakan : “pada pelaksanaan 

kebijakan TPP ini saya mengacu pada isi Perbup Nomor 45 Tahun 2016 

dan kami mengacu pada hasil sosialisasi Perbup tentang TPP” 

(Wawancara dengan Kasubag Kerjasama, Pertanahan dan Kesbangpol, 

tanggal 23 Agustus 2018) 

 
 Informan 3 (Inisial ANN) menyatakan:  
 

“selaku verifikator dalam menjalankan tugas, kami mengacu pada apa 
yang telah disosialisasikan oleh Bagian Ortala tentang teknis 
kebijakan TPP. Yang pastinya apa yang telah di atur itu yang harus 
kami lakukan sesuai dengan SOP” (Wawancara dengan verifikator, 
tanggal 03 September 2018) 
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 Apa yang disampaikan oleh subjek penellitian kemudian dikonfirmasi 

dengan informan triangulasi, berikut hasil wawancara dengan informan 

triangulasi. 

 Kasubag Humas dan Komunikasi Bagian Humas dan Protokol 

menyatakan: “SOP Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah di 

awal tahun mengumpulkan berkas wajib ke Bagian Ortala berupa DP3 dan 

SKP, selanjutnya tiap bulan mengumpulkan laporan Hasil Kerja Pegawai” 

(Wawancara dengan Kasubag Sandi dan Telekomunikasi Bagian Humas 

dan Protokol Setda, tanggal 22 Agustus 2018) 

 

Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan menyatakan: “dengan 

menyusun hasil kerja PNS setiap bulannya sesuai dengan pedoman yang 

telah ditetapkan oleh Bagian Ortala” (Wawancara dengan Staf Bagian 

Hukum dan Perundang-undangan Setda, tanggal 06 September 2018) 

 

Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum menyatakan: 
  
“proses pembuatan HKP yaitu laporan seluruh kegiatan/ aktivitas 
pegawai sesuai dengan tufoksinya yang dilaporkan setiap bulannya. 
Kegiatan PNS yang sesuai dengan tufoksinya tersebut dibuat dalam 
sistem poin. Setiap pekerjaan memiliki bobot poin tersendiri sesuai 
dengan beban dan resiko pekerjaan serta lam waktu penyelesaian 
pekerjaan. Dalam laporan HKP diuraikan apa saja kegiatan 
pekerjaannya dan diakumulasikan jumlah keseluruhan poin. Jumlah 
poin tersebutlah nantinya yang akan dihitung berapa banyak tambahan 
penghasilan pegawai yang akan diterima sesuai dengan ketentuan 
berlaku. Dalam penyampaian laporan HKKP juga sudah dimudahkan 
karena dapat dilaporkan melalui sitem aplikasi SIMKP” (Wawancara 
dengna staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, tanggal 03 
September 2018) 
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Staf Bagian Administrasi Kesra menyatakan: “prosedur Kebijakan 

TPP ini kiranya sudah jelas dek tertuang dalam Peraturan Bupati dan telah 

di jadikan pedoman dalam pelaporan HKP” (Wawancara dengan Staf 

Bagian Administrasi Kesra, tanggal 06 September 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan semua subjek 

penelitian disampaikan bahwa pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai selalu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari informan 

triangulasi yang menyatakan bahwa dari hasil pemantauannya selama ini, 

pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai masih sesuai 

dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar. Sedangkan menurut pernyataan yang disampaikan oleh 

informan triangulasi yang lain, sistem penginputan Laporan HKP lebih 

mudah dengan adanya Aplikasi SIMKP. 
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4.2 Pembahasan 

1) Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan pada PNS 

Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

 

Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 45 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tujuan kebijakan 

tambahan penghasilan pegawai yakni mendorong pemenuhan terhadap 

sasaran kerja PNS dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS serta meningkatkan 

kesejahteraan PNS. Dalam faktanya mekanisme pemberian TPP pada 

Sekretariat Daerah telah menunjukkan tahapan yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai, seperti 

berikut: 

 Menyampaikan Laporan HKP Bulanan 

Kebijakan Tambahan Penghasilan dengan sistem pelaporan hasil 

kerja pegawai memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil 

seperti yang dikemukakan Frederik Winslow Taylor dalam Hasibuan 

(2005:153) “manusia mau bekerja giat untuk dapat memenuhi 

kebutuhan fisik/biologisnya, berbentuk uang/barang dari hasil 

pekerjaannya”. Hal ini terbukti dari hasil penelitian, PNS pada 

Sekretariat Daerah semangat menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

tugas pokok dan tambahan yang diberikan, sekaligus mampu 

meningkatkan kompetensi PNS.  Sebelum adanya kebijakan ini, PNS 

acuh tak acuh dengan pencapaian sasaran kerja. 
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 Verifikasi Laporan HKP 

Tahapan kedua dalam mekanisme pemberian tambahan penghasilan 

pada PNS Sekretariat Daerah adalah verifikasi laporan HKP. 

Tahapan ini dilakukan oleh verifikator yang telah ditunjuk untuk 

melakukan pengecekan akan HKP PNS yang berpedoman dengan 

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar. Penunjukan tim verifikator 

memperhatikan kompetensi PNS.   

 Pemberian TPP sesuai dengan HKP 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja merupakan 

suatu kebijakan untuk memberikan penghargaan terhadap 

kedisiplinan dan produktifitas kerja PNS dengan tujuan untuk: 

a) mendorong pemenuhan terhadap sasaran kerja PNS dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan 

kewajiban PNS 

b) meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS 

c) meningkatkan kesejahteraan PNS 

Pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan HKP 

memotivasi PNS menyelesaikan pekerjaannya, karena semakin tinggi 

jumlah poin HKP maka akan semakin banyak penghasilan yang 

didapatkan. 
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Berikut bagan dari mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
Bagan Mekanisme Pemberian TPP 

 
Berdasarkan bagan mekanisme pemberian TPP pada Sekretariat Daerah 

diatas menunjukkan beberapa tahap, sebagai berikut: 

1. Telah menyampaikan DP-3 satu tahun sebelumnya 

2. Telah menyusun SKP tahun berjalan 

3. Melaporkan HKP dengan menginput uraian pekerjaan disertai 

dengan jumlah waktu kerja dan dokumen pembuktian hasil kerja 

Menyampaikan 
Laporan HKP 
Bulanan 

Verifikasi 
Laporan HKP 

Pemberian TPP 
sesuai dengan 
HKP 

Mengumpulkan 

DP3 satu tahun 

sebelumnya ke 

Bagian Ortala 

Menyusun SKP 

tahun berjalan 

Menginput HKP 

melalui website 

www.ortalakab.go.id  

Mengumpulkan Hard 

Copy HKP yang telah 

dibuat  

Verifikator 

mengecek HKP 

disesuaikan 

dengan Perbup 

Nomor 45 Tahun 

2016 

Perhitungan 

jumlah 

keseluruhan poin 

PNS Kabupaten 

Polewali Mandar 

Penetapan nilai 1 

poin ke dalam 

rupiah 

Perhitungan 

jumlah TPP yang 

diperoleh  

(Jumlah Poin 

HKP PNS dikali 

nilai 1 poin dalam 

rupiah) 
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melalui website resmi www.ortalakab.go.id dengan apllikasi 

SIMKP 

4. Mengumpulkan HKP ke unit pelaksana kebijakan TPP, Bagian 

Ortala Setda 

5. Verifikator melakukan pengecekan kesesuaian hasil kerja pegawai 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 

6. Perhitungan jumlah keseluruhan poin PNS Kabupaten Polewali 

Mandar 

7. Penetapan nilai konversi poin ke Rupiah 

8. Perhitungan jumlah TPP yang diperolah 

9. Penerimaan TPP 

 

 

2) Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah 

Dari hasil penelitian, kemudian di bahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

pada Sekeratriat Daerah sebagai berikut: 

A. Komunikasi 

 

Edward III dalam Widodo (2011: 97) mengatakan bahwa 

komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator 

kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti 

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan kepada pelaksana kebijakan. 

http://www.ortalakab.go.id/
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Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku 

kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok 

sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-

hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses 

Implementasi Kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan 

tujuan kebijakan itu sendiri. 

Dalam penelitian ini yang ingin dilihat dari peneliti adalah proses 

penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran 

kebijakan tentang pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

pada Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk proses penyampaian informasi 

dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah cukup jelas 

tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seluruh subjek penelitian 

menyatakaninformasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai cukup 

bagus, dimana sosialisasi terkait kebijakan tersebut telah dilaksanakan 

dengan melibatkan seluruh OPD Lingkup Kabupaten Polewali Mandar. 

Pada teknis pelaksanaan kebijakan ini memperlihatkan transmisi yang baik 

sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh informan bahwa Bagian Ortala 

setiap bulannya mengirim surat ke setiap bagian pada Sekretariat Daerah 

perihal pemberitahuan besaran 1 bobot poin dalam rupiah dan batas waktu 

pengumpulan Hasil Kerja Pegawai. 
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B. Sumber Daya 

 

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengatakan bahwa: Sumber 

daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber 

daya yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan segala sumber yang 

dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, 

informasi dan kewenangan. 

Hasil penelitian yang disampaikan oleh subjek penelitian yang 

mengatakan bahwa sumber daya berupa anggaran yang telah disediakan 

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar cukup memenuhi kebutuhan PNS 

sehingga maksud dari Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk 

meningkatkan kesejahteraan pegawai mulai terwujudkan. Di lain hal 

sumber daya berupa fasilitas untuk melaporkan Hasil Kerja Pegawai tidak 

memadai dengan sulitnya PNS menginput HKP secara online di sebabkan 

kapasitas server yang kurang mendukung PNS mengakases aplikasi 

SIMKP secara bersamaan dalam satu waktu.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa sumber daya (anggaran) pada Sekretariat Daerah mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai. 

Sedangkan terkait sumber daya (fasilitas) belum dapat sepenuhnya 

mendukung kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini. 
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C. Sikap 

 

Mulyono (2009) berpendapat bahwa: Sikap yang positif terhadap 

suatu kebijakan dari seorang pimpinan merupakan salah satu bentuk 

dukungan seorang pimpinan yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu 

program, sehingga tujuan program dapat dicapai secara efektif dan efesien. 

Dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian, di 

peroleh gambaran implementor dalam hal ini Bagian Ortala dan tim 

verifikator telah menunjukkan sikap profesionalisme. Hal tersebut 

didukung oleh pernyataan Kabag Ortala yang mengatakan bahwa beliau 

sangat mendukung pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai ini dan membentuk tim pengawasan Hasil Kerja Pegawai. 

Pernyataan senada juga di peroleh dari Kasubag Kerjasama, Pertanahan 

dan Kesbangpol Bagian Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa 

pelaksana kebijakan tambahan pengahasilan pegawai cukup profesional. 

Sikap yang profesional juga di tunjukkan oleh tim verifikator yang 

mengatakan bahwa bertanggung jawab melaksanakan tugasnya, dan hasil 

konfirmasi dengan informasn triangulasi menunjukkan pernyataan yang 

sama dengan informasi yang disampaikan oleh subjek penelitian. Informan 

triangulasi menyatakan bahwa terlaksananya Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai karena dari sikap pelaksana kebijakan ini yang 

profesional sehingga maksud dari dilaksanakannya kebijakan ini tercapai. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, bahwa sikap yang 

ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan tambahan penghasilan pegawai 

sudah sesuai dengan penjelasan Mulyono (2009), yang mengatakan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 

adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian 

isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati. 

Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka 

proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap positif dari pelaksana 

kebijakan sangat mendukung implementasi Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah. 

 

D. Struktur Birokrasi 

Edward III dalam Budi Winarno (2009) menyatakan bahwa: 

Struktur Birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang 

mereka miliki dalam menjalankan kebijakan 

Dari hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian  

disampaikan bahwa pelaksnaan kebijakan tambahan penghasilan pegawia 

selalu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016  tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai  Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar. 
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Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari informan 

triangulasi yang mengatakan bahwa pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Pengasilan Pegawai masih sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 

Tahun 2016  tentang Tambahan Penghasilan Pegawai  Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan menurut  

pernyataan yang disampaikan oleh informan triangulasi  yang lain, 

pelaksanaan Kebijakan tambahan Pengahsilan Pegawai sudah sesuai 

dengan SOP dan sistem penginputan HKP lebih mudah dengan adanya 

sistem aplikasi SIMKP. 

Sehingga dapat dianalis berdasarkan pola-pola hubungan dalam 

struktur birokrasi seperti yang telah disampaikan oelh Edward III dalam 

Budi Winarno (2007) bahwa struktur birokrasi yang sudah terbangun 

dalam pelaksananaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

merupakan faktor pendukung terlaksananya Implementasi Kebijakan 

Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali 

Mandar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

 
Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan 

penelitian, kerangka teori maupun kerangka konsep. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat 

Daerah Polewali Mandar secara umum sudah sesuai dengan Peraturan 

Bupati Nomor 45 Tahun 20116 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan 

pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini telah meningkatkan 

kompetensi dan kinerja PNS serta meningkatkan kesejahteraan PNS. Hal ini 

terlihat dari keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, 

dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan 95%, 

2. Faktor pendukung implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

pada Sekretariat Daerah yaitu  sumber daya (anggaran), sikap dan struktur 

birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah  sumber daya 

(fasilitas) 

a. Faktor Pendukung 

1) Sumber Daya (Anggaran) 

pada pelaksanaanya anggaran untuk  Kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai  cukup memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dengan 
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waktu pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai  di akhir bulan. Hal 

tersebut cukup membantu PNS karena telah menerima penghasilan di 

luar gaji pokok. 

2) Sikap 

Pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai ini cukup baik, 

hal tersebut tercermin dari pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang 

mengatakan bahwa  pelaksana kebijakan Tambahan Penghasilan 

Pegawai  cukup  profesional dan tim verifikasi Hasil Kerja Pegawai 

yang cukup aktif. 

3) Struktur Birokrasi 

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu implemantor dalam kebijakan 

ini aktif melakukan evaluasi terhadap sistem penginputan Hasil Kerja 

Pegawai. 

 

b. Faktor penghambat 

1) Sumber Daya (Fasilitas) 

Faktor sumber daya dalam hal ini fasilitas pada pelaksanaan kebijakan 

Tambahan Penghasilan Pegawai masih kurang memadai, karena 

kurangnya kapasitas server aplikasi penginputan HKP.  

 

 



100 
 

 
 

2) Sumber Daya (Sumber Daya Manusia) 

Sumber Daya Manusia menjadi faktor penghambat karena masih banyak 

PNS yang belum pasih menggunakan aplikasi SIMKP untuk menginput 

hasil kerjanya. 

 

5.2     Saran 

Terkait dengan permasalahan yang menghambat optimalisasi pelaksanaan 

kebijakan tambahan penghasilan di Sekretariar Daerah Kabupaten Polewali 

Mandar, penulis memiliki beberapa saran, diantaranya yaitu: 

1. Perlu adanya penambahan kapasitas server penginputan HKP, sehingga 

menunjang PNS dalam penginputan hasil kerjanya 

2. Perlu adanya sosialisasi lanjutan mengenai tata cara penginputan HKP 

melalui aplikasi, sehingga PNS pasih menginput hasil kerjanya. 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

a. Komunikasi  

1. Kejelasan mengenai kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

2. Sosialisasi tentang Kebijakan Tambahan Penghasilan, ketentuan dan 

sanksi yang akan ditetapkan. 

3. Upaya dalam memberikan informasi tentang Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 

4. Tanggapan pegawai tentang Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

 

b. Sumber Daya 

1. Tindakan pegawai pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

2. Kelengkapan fasilitas pendukung impelementasi Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 

 

c. Disposisi 

1. Pemahaman tentang Kebijakan Tambahan Penghasilan oleh pegawai 

pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

2. Kinerja pegawai pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

3. Dukungan yang diberikan terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

4. Loyalitas dan sikap para pengawas pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 
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d. Struktur Birokrasi 

1. Ketersediaan lembaga yang terlibat dalam Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 

2. Tingkat loyalitas dan sikap yang ditunjukkan oleh anggota lembaga 

terhadap pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan. 
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Lampiran 2 

TRANSKIP WAWANCARA 

1. Informan 1 

 

Nama Informan  : INS 

Tanggal  : 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Ortala 

 

 Topik Wawancara 
 

Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian tambahan penghasilan 
pegawai? 

Informan persyaratan untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai 

berdasarkan Peraturan Bupati adalah telah menyampaikan DP-3 

satu tahun sebelumnya, telah menyusun SKP tahun berjalan, 

telah menyusun Penetapan Kinerja, Pendapatan Kinerja 

Operasional Eselon III dan IV serta telah menyusun rencana aksi 

kegiatan satuan kerja. Persyaratan ini di kumpul di bagian Ortala 

Setda 

Peneliti Apa dampak dari adanya kebijakan TPP? 
Informan Hasil Kerja Pegawai adalah tambahan penghasilan berdasarkan 

laporan hasil kerja pegawai, yang diberikan kepada pegawai 
setiap bulan. Pekerjaan yang telah diselesaikan dinilai dengan 
poin sesuai dengan resiko pekerjaan dan lama waktu 
penyelesaiannya. Hal ini membuat Pegawai Negeri Sipil 
semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok 
dan tugas tambahan yang telah diberikan. Pelaporan Hasil Kerja 
Pegawai ini selambat-lambatnya 3 hari setelah berakhirnya bulan 
pelaporan, yang dilanjutkan dengan verifikasi Hasil Kerja 
Pegawai oleh tim verifikator. Tim verifikator yang ada 
merupakan hasil dari seleksi PNS yang dianggap berkompeten 
untuk menjadi verifikator dengan memperhatian kompetensi 
PNS tersebut. Saya rasa kebijakan ini cukup membantu Pegawai 
Negeri Sipil, karena waktu pembayaran Hasil Kerja Pegawai ini 
di akhir bulan. Pemberian tambahan penghasilan ini berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 

 
 

Peneliti Apa dasar dari kebijakan TPP ini? 
Informan kebijakan pemberian tambahan penghasilan ini berdasarkan hasil 
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kerja yang dilaporkan oleh PNS. Kebijakan ini membantu PNS 
memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu kebijakan ini mampu 
meningkatkan kinerja PNS dan kompetensinya. Dalam Peraturan 
Bupati terlampir besaran poin dan jumlah waktu yang telah 
ditetapkan untuk suatu kerjaan, dimana dasar pemberian bobot 
poin pada pekerjaan PNS adalah berapa besar tenaga yang 
dikeluarkan, berapa besar pikiran, berapa besar resiko yang 
diambil dan berapa besar manfaat yang diberikan dengan 
pekerjaan tersebut. Selanjutnya poin ini di nilai dalam bentuk 
rupiah berdasarkan anggaran yang telah disediakan dibagi jumlah 
poin HKP PNS se Kabupaten Polewali Mandar...” (Wawancara 
dengan Kabag Ortala, tanggal 22 Agustus 2018) 

 
Peneliti Apakah ada sosialisasi tentang Kebijakan TPP ini? 
Informan Sosialisasi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ini kami 

lakukan tiap tahun, dengan memberikan penyempurnaan sistem 
penginputan tambahan penghasilan pegawai, khususnya 
pelaporan Hasil Kerja Pegawai.Kami tiap tahunnya selalu 
memberikan pembaruan sistem penginputan Hasil Kerja 
Pegawai” (Wawancara dengan Kabag Ortala Setda, tanggal 22 
Agustus 2018) 
 

Peneliti Bagaimana sumber daya untuk menunjang kebijakan TPP? 
Informan Dari sumber daya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar, sudah menununjukkan sumber daya yang 
mencukupi, dimana sumber daya manusia yang menjadi 
verifikator sudah mencukupi, fasilitas untuk penginputan hasil 
kerja pegawai juga sudah tersedia yakni dengan adanya situs 
resmi www.ortalakab.go.id dengan masuk ke aplikasi SIMKP 
kemudian melaporkan segala kegiatan yang dilakukan sesuai 
dengan kode pekerjaannya dan menurut saya anggaran yang telah 
disediakan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai sudah cukup 

Peneliti Bagaimana tindakan bapak untuk mendukung kebijakan TPP? 
Informan Saya selaku Kabag Ortala sangat mendukung pelaksanaan 

kebijakan TPP ini dengan maksud untuk memberikan 
penghargaan terhadap kedispilinan dan produktifitas kerja PNS 
di Kabupaten Polewali Mandar. Saya membentuk tim 
pengawasan Hasil Kinerja Pegawai yakni dengan memasukkan 
beberapa anggota tim dari PNS di berbagai Organisasi Perangkat 
Daerah. Tim verifikator ini yang melakukan pengecekan Laporan 
HKP dengan memperhatikan kesesuaikan uraian kerja dengan 
perhitungan bobot poin kerja. Saya berharap dengan adanya 
kebijakan TPP ini menambah motivasi PNS dalam bekerja.....” 

Peneliti Apa dasar hukum adanya kebijakan TPP ? 
Informan Pada dasarnya kami melaksanakan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Lingkup Polewali Mandar mengacu 

http://www.ortalakab.go.id/
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pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai dan dalam mewujudkan kinerja yang 
efektif di lingkungan pemerintahan tertuang dalam Peraturan 
Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan 
inilah yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan 
Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkup 
Kabupaten Polewali Mandar....” (Wawancara dengan  Kabag 
Ortala Setda, tanggal 22 Agustus 2018) 
 

 

 

2. Informan 2 

 

Nama Informan  : STA 

Tanggal  : 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Adm. Pemerintahan Umum 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian TPP? 
Informan Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai itu harus 

mengumpulkan beberapa dokumen ke Bagian Ortala Setda 
berupa DP-3, SKP dan rencana aksi. Setelah mengumpulkan 
beberapa dokumen wajib itu, selanjutnya mengumpulkan Hasil 
Kerja Pegawai kepada Verifikator HKP untuk dilakukan 
verifikasi HKP 

Peneliti Bagaimana cara pelaporan hasil kerja? 
Informan Laporan yang sudah diinput itu kita print out lalu di periksa oleh 

tim verifikator. Biasanya laporan HKP yang tidak sesuai dengan 
perbup akan di coret dan otomatis jumlah poin yang dialporkan 
akan berkurang 

Peneliti Apa tujuan adanya kebijakan TPP? 
Informan Hasil Kerja Pegawai adalah penghasilan pegawai selain gaji 

pokok yang diberikan setiap akhir bulan dengan tujuan 
meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS 

Peneliti Bagaimana sosialisasi kebijakan TPP? 
Informan informasi terkait kebijakan TPP selalu update dengan adanya 

sosialisasi yang dilakukan jika ada pembaharuan sistem 
penginputan HKP, selain itu surat pemberitahuan terkait bobot 
poin dalam 1 bulan selalu ada....” 

Peneliti Bagaimana sumber daya yang disedikan untuk menunjang 
kebijakan TPP? 

Informan Sumber daya di Sekretariat Daerah sudah cukup mendukung 
dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasian Pegawai 
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khususnya pada pelaporan HKP. Di kantor ini sudah disediakan 
jaringan internet sehingga memudahkan pegawai untuk 
menginput laporan hasil kerja pegawai, meskipun terkadang 
jaringan internet loadingnya lama 

Peneliti Bagaimana sikap pelaksana kebijakan TPP? 
Informan saya sebagai penerima kebijakan TPP mengakui bahwa 

pelaksana kebijakan ini cukup profesional. Sebagai teknis 
pelaksana kebijakan ini, Bagian Ortala mengirimkan surat 
pemberitahuan batas waktu pengumpulan HKP ke setiap bagian 
di Sekretariat Daerah, apabila PNS mengumpulkan HKP di luar 
waktu yang telah di tentukan maka Laporan HKP PNS tersebut 
tidak bisa diterima lagi. Ini merupakan bukti ke profesionalan 
pelaksana kebijakan TPP ini 

Peneliti Apa dasar pembuatan HKP? 
Informan Pada pelaksanaan kebijakan TPP ini saya mengacu pada isi 

Perbup Nomor 45 Tahun 2016 dan kami mengacu pada hasil 
sosialisasi Perbup tentang TPP 

 

3. Informan 3 

 

Nama Informan  : ANN 

Tanggal  : 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Badan Keuangan 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian TPP? 
Informan Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai itu harus 

mengumpulkan beberapa dokumen ke Bagian Ortala Setda 
berupa DP-3, SKP dan rencana aksi. Setelah mengumpulkan 
beberapa dokumen wajib itu, selanjutnya mengumpulkan Hasil 
Kerja Pegawai kepada Verifikator HKP untuk dilakukan 
verifikasi HKP 

Peneliti Bagaimana kelanjuutan HKP yang telah diinput? 
Informan Laporan yang sudah diinput itu kita print out lalu di periksa oleh 

tim verifikator. Biasanya laporan HKP yang tidak sesuai dengan 
perbup akan di coret dan otomatis jumlah poin yang dilaporkan 
akan berkurang 

Peneliti Bagaimana tanggapan Ibu terkait HKP? 
Informan Hasil Kerja Pegawai adalah penghasilan pegawai selain gaji 

pokok yang diberikan setiap akhir bulan dengan tujuan 
meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS.... 

Peneliti Bagaimana sosialisasi kebijakan TPP? 
Informan informasi terkait kebijakan TPP selalu update dengan adanya 

sosialisasi yang dilakukan jika ada pembaharuan sistem 
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penginputan HKP, selain itu surat pemberitahuan terkait bobot 
poin dalam 1 bulan selalu ada....” 

Peneliti Bagaiman sumber daya yang disediakan untuk menunjang 
kebijakan TPP? 

Informan Sumber daya di Sekretariat Daerah sudah cukup mendukung 
dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasian Pegawai 
khususnya pada pelaporan HKP. Di kantor ini sudah disediakan 
jaringan internet sehingga memudahkan pegawai untuk 
menginput laporan hasil kerja pegawai, meskipun terkadang 
jaringan internet loadingnya lama 

Peneliti Bagaimana sikap pelaksana kebijakan TPP? 
Informan saya sebagai penerima kebijakan TPP mengakui bahwa 

pelaksana kebijakan ini cukup profesional. Sebagai teknis 
pelaksana kebijakan ini, Bagian Ortala mengirimkan surat 
pemberitahuan batas waktu pengumpulan HKP ke setiap bagian 
di Sekretariat Daerah, apabila PNS mengumpulkan HKP di luar 
waktu yang telah di tentukan maka Laporan HKP PNS tersebut 
tidak bisa diterima lagi. Ini merupakan bukti ke profesionalan 
pelaksana kebijakan TPP ini 

Peneliti Apa dasar pembuatan HKP? 
Informan Pada pelaksanaan kebijakan TPP ini saya mengacu pada isi 

Perbup Nomor 45 Tahun 2016 dan kami mengacu pada hasil 
sosialisasi Perbup tentang TPP 

 

 
4. Informan Triangulasi 1  

 

Nama Informan  :  

Tanggal  : 22 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Humas dan Protokol 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian tambahan pengasilan 

pegawai? 
Informan tahapan untuk memperoleh tambahan panghasilan itu yang 

pertama musti menginput kerjaan kita dulu ke websitenya ortala, 
metode yang baru digunakan di tahun ini begitu nyaman dengan 
tersedianya kode uraian kerja kita. Tidak perlu lagi membuka 
Perbup untuk melihat kode kerjaan 

Peneliti Bagaimana penetuan besaran TPP? 
Informan Besaran TPP yang diperoleh itu hasil kali jumlah poin setelah 

diverifikasi dengan jumlah nilai konversi poin kedalam Rupiah. 
Biasanya jumlah Rupiah 1 poin adalah Rp.150 

Peneliti Bagaiman fasilitas yang disediakan oleh pelaksana kebijakan? 
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Informan Laporan Hasil Kerja Pegawai merupakan dasar dari pemberian 
tambahan penghasilan pegawai, nah laporan HKP ini dulunya 
kita membuatnya secara manual dengan melihat pedoman bobot 
poin pada Perbup terkait Kebijakan TPP. Sekarang lebih mudah 
melaporakan HKP dengan adanya fasilitas aplikasi SIMKP, 
selain itu verifikator HKP juga cukup aktif melakukan 
konfirmasi dengan pegawai yang diperiksanya 

Peneliti Bagaimana sikap pelaksana kebijakan TPP? 
Informan saya cukup senang dengan tim verifikator yang aktif melakukan 

cross check HKP yang telah dibuat 
Peneliti Bagaiman SOP kebijakan TPP? 
Informan SOP Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah di awal 

tahun mengumpulkan berkas wajib ke Bagian Ortala berupa DP3 
dan SKP, selanjutnya tiap bulan mengumpulkan laporan Hasil 
Kerja Pegawai 

 

5. Informan Triangulasi 2  

 

Nama Informan  :  

Tanggal  : 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaiman tanggapan Saudara dengan adanya kebijakan TPP? 
Informan 
Informan 

saya sangat terbantu dengan adanya tambahan penghasilan 
pegawai ini apalagi kalau 1 poin itu di nilai tinggi. Kebijakan 
TPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar ini terbilang kebijakan yang bagus karena 
penambahan penghasilan pegawai ini berdasarkan kinerja 
pegawai yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Kinerja 
Pegawai 

Peneliti Bagaimana dampak dari adanya kebijakan TPP? 
Informan Masalah anggaran yang telah disediakan Pemerintah untuk 

Kebijakan TPP itu sudah cukup memuaskan. Dengan adanya 
kebijakan TPP ini, kebutuhan di akhir bulan itu mampu terpenuhi 
karena waktu pencairan TPP selalu di akhir bulan 

Peneliti Bagaiman sosialisasi dari kebijakn TPP? 
Informan Pelaksanaan Kebijakn TPP ini begitu antusias dimana setiap 

bulannya Bagian Ortala mengirimkan surat pemberitahuan untuk 
pengumpulan laporan HKP dan memberitahukan harga 1 poin 
yang tiap bulannya selalu berubah tergantung jumlah poin yang 
masuk dengan anggaran yang ada 

Peneliti Bagaimana dasar dari pemberian TPP? 
Informan Dengan menyusun hasil kerja PNS setiap bulannya sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bagian Ortala 
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6. Informan Triangulasi  3 

 

Nama Informan  :  

Tanggal  : 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana tanggapan Saudara terkait adanya kebijakan TPP? 
Informan dengan adanya kebijakan tentang penambahan penghasilan 

pegawai tentunya menjadi keuntungan tersendiri untuk pegawai 
negeri sipil karena dengan adanya kebijakan penambahan 
penghasilan pegawai maka akan mempengaruhi kesejahteraan 
pegawai. Kebijakan penambahan penghasilan pegawai akan 
menambah motivasi PNS untuk meningkatkan disiplin dan 
kinerjanya. Tinggal sekarang bagaimana kebijakan tersebut dapat 
diimplementasikan dengan baik 

Peneliti Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh pelaksana kebijakan? 
Informan untuk memperlancar dan mempermudah pelaporan HKP 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam 
hal ini Bagian Organisasi Tata Laksana sebagai unit OPD yang 
menjalankan kegiatan tersebut telah menyediakan aplikasi 
SIMKP sebagai media untuk pelaporan HKP setiap bulannya 

Peneliti Bagaimana sifat pelaksana kebijakan TPP? 
Informan Kebijakan TPP ini sudah dilaksanakan dengan baik tentunya dari 

sikap pelaksana kebijakan ini yang professional 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian TPP? 
Informan Proses pembuatan HKP yaitu laporan seluruh kegiatan/ aktivitas 

pegawai sesuai dengan tufoksinya yang dilaporkan setiap 
bulannya. Kegiatan PNS yang sesuai dengan tufoksinya tersebut 
dibuat dalam sistem poin. Setiap pekerjaan memiliki bobot poin 
tersendiri sesuai dengan beban dan resiko pekerjaan serta lam 
waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam laporan HKP diuraikan 
apa saja kegiatan pekerjaannya dan diakumulasikan jumlah 
keseluruhan poin. Jumlah poin tersebutlah nantinya yang akan 
dihitung berapa banyak tambahan penghasilan pegawai yang 
akan diterima sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam 
penyampaian laporan HKKP juga sudah dimudahkan karena 
dapat dilaporkan melalui sitem aplikasi SIMKP 
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7.  Informan Triangulasi  4 

 

Nama Informan  :   

Tanggal  : 06 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Administrasi Kesra 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana tanggapa Saudara terkait Kebijakan TPP? 
Informan kebijakan HKP ini sangat meningkatkan taraf kesejahteraan 

pegawai, apalagi pembayarannya selalu diakhir bulan 
Peneliti Bagaimana sumber daya yang diberikan oleh pelaksana 

kebijakan? 
Informan Sumber Daya yang diberikan berupa fasilitas aplikasi 

penginputan serta pedoman pembuatan laporan dalam bentuk 
Perbup 

Peneliti Apa manfaat dari adanya kebijakan TPP? 
Informan selaku penerima kebijakan TPP ini sangat bersyukur dengan 

adanya kebijakan ini sangat membantu saya memenuhi 
kebutuhan dan pastinya manfaat yang saya rasakan ini tidak 
luput dari kerjasama tim pelaksana yang baik 

Peneliti Apa dasar pembuatan HKP? 
Informan Prosedur Kebijakan TPP ini kiranya sudah jelas dek tertuang 

dalam Peraturan Bupati dan telah di jadikan pedoman dalam 
pelaporan HKP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

 

 

 

 

 

 

 Wawancara dengan Informan
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Lampiran 4 

Laporan Hasil Kerja Pegawai Negeri Sipil 
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Lampiran 5 

Surat Pemberitahuan Dari Bagian Ortala 
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Lampiran 6 

Daftar Perhitungan TPP Beban Kerja 
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         Lampiran 1 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

a. Komunikasi  

1. Kejelasan mengenai kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai 

2. Sosialisasi tentang Kebijakan Tambahan Penghasilan, ketentuan dan 

sanksi yang akan ditetapkan. 

3. Upaya dalam memberikan informasi tentang Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 

4. Tanggapan pegawai tentang Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

 

b. Sumber Daya 

1. Tindakan pegawai pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

2. Kelengkapan fasilitas pendukung impelementasi Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 

 

c. Disposisi 

1. Pemahaman tentang Kebijakan Tambahan Penghasilan oleh pegawai 

pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

2. Kinerja pegawai pelaksana Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

3. Dukungan yang diberikan terhadap Kebijakan Tambahan Penghasilan. 

4. Loyalitas dan sikap para pengawas pelaksanaan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 
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d. Struktur Birokrasi 

1. Ketersediaan lembaga yang terlibat dalam Kebijakan Tambahan 

Penghasilan. 

2. Tingkat loyalitas dan sikap yang ditunjukkan oleh anggota lembaga 

terhadap pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan. 
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Lampiran 2 

TRANSKIP WAWANCARA 

1. Informan 1 

 

Nama Informan  : INS 

Tanggal  : 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Ortala 

 

 Topik Wawancara 
 

Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian tambahan penghasilan 
pegawai? 

Informan persyaratan untuk memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai 

berdasarkan Peraturan Bupati adalah telah menyampaikan DP-3 

satu tahun sebelumnya, telah menyusun SKP tahun berjalan, 

telah menyusun Penetapan Kinerja, Pendapatan Kinerja 

Operasional Eselon III dan IV serta telah menyusun rencana aksi 

kegiatan satuan kerja. Persyaratan ini di kumpul di bagian Ortala 

Setda 

Peneliti Apa dampak dari adanya kebijakan TPP? 
Informan Hasil Kerja Pegawai adalah tambahan penghasilan berdasarkan 

laporan hasil kerja pegawai, yang diberikan kepada pegawai 
setiap bulan. Pekerjaan yang telah diselesaikan dinilai dengan 
poin sesuai dengan resiko pekerjaan dan lama waktu 
penyelesaiannya. Hal ini membuat Pegawai Negeri Sipil 
semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok 
dan tugas tambahan yang telah diberikan. Pelaporan Hasil Kerja 
Pegawai ini selambat-lambatnya 3 hari setelah berakhirnya bulan 
pelaporan, yang dilanjutkan dengan verifikasi Hasil Kerja 
Pegawai oleh tim verifikator. Tim verifikator yang ada 
merupakan hasil dari seleksi PNS yang dianggap berkompeten 
untuk menjadi verifikator dengan memperhatian kompetensi 
PNS tersebut. Saya rasa kebijakan ini cukup membantu Pegawai 
Negeri Sipil, karena waktu pembayaran Hasil Kerja Pegawai ini 
di akhir bulan. Pemberian tambahan penghasilan ini berdasarkan 
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 

 
 

Peneliti Apa dasar dari kebijakan TPP ini? 
Informan kebijakan pemberian tambahan penghasilan ini berdasarkan hasil 
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kerja yang dilaporkan oleh PNS. Kebijakan ini membantu PNS 
memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu kebijakan ini mampu 
meningkatkan kinerja PNS dan kompetensinya. Dalam Peraturan 
Bupati terlampir besaran poin dan jumlah waktu yang telah 
ditetapkan untuk suatu kerjaan, dimana dasar pemberian bobot 
poin pada pekerjaan PNS adalah berapa besar tenaga yang 
dikeluarkan, berapa besar pikiran, berapa besar resiko yang 
diambil dan berapa besar manfaat yang diberikan dengan 
pekerjaan tersebut. Selanjutnya poin ini di nilai dalam bentuk 
rupiah berdasarkan anggaran yang telah disediakan dibagi jumlah 
poin HKP PNS se Kabupaten Polewali Mandar...” (Wawancara 
dengan Kabag Ortala, tanggal 22 Agustus 2018) 

 
Peneliti Apakah ada sosialisasi tentang Kebijakan TPP ini? 
Informan Sosialisasi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ini kami 

lakukan tiap tahun, dengan memberikan penyempurnaan sistem 
penginputan tambahan penghasilan pegawai, khususnya 
pelaporan Hasil Kerja Pegawai.Kami tiap tahunnya selalu 
memberikan pembaruan sistem penginputan Hasil Kerja 
Pegawai” (Wawancara dengan Kabag Ortala Setda, tanggal 22 
Agustus 2018) 
 

Peneliti Bagaimana sumber daya untuk menunjang kebijakan TPP? 
Informan Dari sumber daya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Polewali Mandar, sudah menununjukkan sumber daya yang 
mencukupi, dimana sumber daya manusia yang menjadi 
verifikator sudah mencukupi, fasilitas untuk penginputan hasil 
kerja pegawai juga sudah tersedia yakni dengan adanya situs 
resmi www.ortalakab.go.id dengan masuk ke aplikasi SIMKP 
kemudian melaporkan segala kegiatan yang dilakukan sesuai 
dengan kode pekerjaannya dan menurut saya anggaran yang telah 
disediakan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai sudah cukup 

Peneliti Bagaimana tindakan bapak untuk mendukung kebijakan TPP? 
Informan Saya selaku Kabag Ortala sangat mendukung pelaksanaan 

kebijakan TPP ini dengan maksud untuk memberikan 
penghargaan terhadap kedispilinan dan produktifitas kerja PNS 
di Kabupaten Polewali Mandar. Saya membentuk tim 
pengawasan Hasil Kinerja Pegawai yakni dengan memasukkan 
beberapa anggota tim dari PNS di berbagai Organisasi Perangkat 
Daerah. Tim verifikator ini yang melakukan pengecekan Laporan 
HKP dengan memperhatikan kesesuaikan uraian kerja dengan 
perhitungan bobot poin kerja. Saya berharap dengan adanya 
kebijakan TPP ini menambah motivasi PNS dalam bekerja.....” 

Peneliti Apa dasar hukum adanya kebijakan TPP ? 
Informan Pada dasarnya kami melaksanakan Kebijakan Tambahan 

Penghasilan Pegawai pada Lingkup Polewali Mandar mengacu 

http://www.ortalakab.go.id/
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pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai dan dalam mewujudkan kinerja yang 
efektif di lingkungan pemerintahan tertuang dalam Peraturan 
Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Kebijakan 
inilah yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan 
Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkup 
Kabupaten Polewali Mandar....” (Wawancara dengan  Kabag 
Ortala Setda, tanggal 22 Agustus 2018) 
 

 

 

2. Informan 2 

 

Nama Informan  : STA 

Tanggal  : 23 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Adm. Pemerintahan Umum 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian TPP? 
Informan Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai itu harus 

mengumpulkan beberapa dokumen ke Bagian Ortala Setda 
berupa DP-3, SKP dan rencana aksi. Setelah mengumpulkan 
beberapa dokumen wajib itu, selanjutnya mengumpulkan Hasil 
Kerja Pegawai kepada Verifikator HKP untuk dilakukan 
verifikasi HKP 

Peneliti Bagaimana cara pelaporan hasil kerja? 
Informan Laporan yang sudah diinput itu kita print out lalu di periksa oleh 

tim verifikator. Biasanya laporan HKP yang tidak sesuai dengan 
perbup akan di coret dan otomatis jumlah poin yang dialporkan 
akan berkurang 

Peneliti Apa tujuan adanya kebijakan TPP? 
Informan Hasil Kerja Pegawai adalah penghasilan pegawai selain gaji 

pokok yang diberikan setiap akhir bulan dengan tujuan 
meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS 

Peneliti Bagaimana sosialisasi kebijakan TPP? 
Informan informasi terkait kebijakan TPP selalu update dengan adanya 

sosialisasi yang dilakukan jika ada pembaharuan sistem 
penginputan HKP, selain itu surat pemberitahuan terkait bobot 
poin dalam 1 bulan selalu ada....” 

Peneliti Bagaimana sumber daya yang disedikan untuk menunjang 
kebijakan TPP? 

Informan Sumber daya di Sekretariat Daerah sudah cukup mendukung 
dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasian Pegawai 
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khususnya pada pelaporan HKP. Di kantor ini sudah disediakan 
jaringan internet sehingga memudahkan pegawai untuk 
menginput laporan hasil kerja pegawai, meskipun terkadang 
jaringan internet loadingnya lama 

Peneliti Bagaimana sikap pelaksana kebijakan TPP? 
Informan saya sebagai penerima kebijakan TPP mengakui bahwa 

pelaksana kebijakan ini cukup profesional. Sebagai teknis 
pelaksana kebijakan ini, Bagian Ortala mengirimkan surat 
pemberitahuan batas waktu pengumpulan HKP ke setiap bagian 
di Sekretariat Daerah, apabila PNS mengumpulkan HKP di luar 
waktu yang telah di tentukan maka Laporan HKP PNS tersebut 
tidak bisa diterima lagi. Ini merupakan bukti ke profesionalan 
pelaksana kebijakan TPP ini 

Peneliti Apa dasar pembuatan HKP? 
Informan Pada pelaksanaan kebijakan TPP ini saya mengacu pada isi 

Perbup Nomor 45 Tahun 2016 dan kami mengacu pada hasil 
sosialisasi Perbup tentang TPP 

 

3. Informan 3 

 

Nama Informan  : ANN 

Tanggal  : 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Badan Keuangan 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian TPP? 
Informan Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai itu harus 

mengumpulkan beberapa dokumen ke Bagian Ortala Setda 
berupa DP-3, SKP dan rencana aksi. Setelah mengumpulkan 
beberapa dokumen wajib itu, selanjutnya mengumpulkan Hasil 
Kerja Pegawai kepada Verifikator HKP untuk dilakukan 
verifikasi HKP 

Peneliti Bagaimana kelanjuutan HKP yang telah diinput? 
Informan Laporan yang sudah diinput itu kita print out lalu di periksa oleh 

tim verifikator. Biasanya laporan HKP yang tidak sesuai dengan 
perbup akan di coret dan otomatis jumlah poin yang dilaporkan 
akan berkurang 

Peneliti Bagaimana tanggapan Ibu terkait HKP? 
Informan Hasil Kerja Pegawai adalah penghasilan pegawai selain gaji 

pokok yang diberikan setiap akhir bulan dengan tujuan 
meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS.... 

Peneliti Bagaimana sosialisasi kebijakan TPP? 
Informan informasi terkait kebijakan TPP selalu update dengan adanya 

sosialisasi yang dilakukan jika ada pembaharuan sistem 
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penginputan HKP, selain itu surat pemberitahuan terkait bobot 
poin dalam 1 bulan selalu ada....” 

Peneliti Bagaiman sumber daya yang disediakan untuk menunjang 
kebijakan TPP? 

Informan Sumber daya di Sekretariat Daerah sudah cukup mendukung 
dalam pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasian Pegawai 
khususnya pada pelaporan HKP. Di kantor ini sudah disediakan 
jaringan internet sehingga memudahkan pegawai untuk 
menginput laporan hasil kerja pegawai, meskipun terkadang 
jaringan internet loadingnya lama 

Peneliti Bagaimana sikap pelaksana kebijakan TPP? 
Informan saya sebagai penerima kebijakan TPP mengakui bahwa 

pelaksana kebijakan ini cukup profesional. Sebagai teknis 
pelaksana kebijakan ini, Bagian Ortala mengirimkan surat 
pemberitahuan batas waktu pengumpulan HKP ke setiap bagian 
di Sekretariat Daerah, apabila PNS mengumpulkan HKP di luar 
waktu yang telah di tentukan maka Laporan HKP PNS tersebut 
tidak bisa diterima lagi. Ini merupakan bukti ke profesionalan 
pelaksana kebijakan TPP ini 

Peneliti Apa dasar pembuatan HKP? 
Informan Pada pelaksanaan kebijakan TPP ini saya mengacu pada isi 

Perbup Nomor 45 Tahun 2016 dan kami mengacu pada hasil 
sosialisasi Perbup tentang TPP 

 

 
4. Informan Triangulasi 1  

 

Nama Informan  :  

Tanggal  : 22 Agustus 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Humas dan Protokol 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian tambahan pengasilan 

pegawai? 
Informan tahapan untuk memperoleh tambahan panghasilan itu yang 

pertama musti menginput kerjaan kita dulu ke websitenya ortala, 
metode yang baru digunakan di tahun ini begitu nyaman dengan 
tersedianya kode uraian kerja kita. Tidak perlu lagi membuka 
Perbup untuk melihat kode kerjaan 

Peneliti Bagaimana penetuan besaran TPP? 
Informan Besaran TPP yang diperoleh itu hasil kali jumlah poin setelah 

diverifikasi dengan jumlah nilai konversi poin kedalam Rupiah. 
Biasanya jumlah Rupiah 1 poin adalah Rp.150 

Peneliti Bagaiman fasilitas yang disediakan oleh pelaksana kebijakan? 
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Informan Laporan Hasil Kerja Pegawai merupakan dasar dari pemberian 
tambahan penghasilan pegawai, nah laporan HKP ini dulunya 
kita membuatnya secara manual dengan melihat pedoman bobot 
poin pada Perbup terkait Kebijakan TPP. Sekarang lebih mudah 
melaporakan HKP dengan adanya fasilitas aplikasi SIMKP, 
selain itu verifikator HKP juga cukup aktif melakukan 
konfirmasi dengan pegawai yang diperiksanya 

Peneliti Bagaimana sikap pelaksana kebijakan TPP? 
Informan saya cukup senang dengan tim verifikator yang aktif melakukan 

cross check HKP yang telah dibuat 
Peneliti Bagaiman SOP kebijakan TPP? 
Informan SOP Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah di awal 

tahun mengumpulkan berkas wajib ke Bagian Ortala berupa DP3 
dan SKP, selanjutnya tiap bulan mengumpulkan laporan Hasil 
Kerja Pegawai 

 

5. Informan Triangulasi 2  

 

Nama Informan  :  

Tanggal  : 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Hukum dan Perundang-Undangan 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaiman tanggapan Saudara dengan adanya kebijakan TPP? 
Informan 
Informan 

saya sangat terbantu dengan adanya tambahan penghasilan 
pegawai ini apalagi kalau 1 poin itu di nilai tinggi. Kebijakan 
TPP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Polewali Mandar ini terbilang kebijakan yang bagus karena 
penambahan penghasilan pegawai ini berdasarkan kinerja 
pegawai yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Kinerja 
Pegawai 

Peneliti Bagaimana dampak dari adanya kebijakan TPP? 
Informan Masalah anggaran yang telah disediakan Pemerintah untuk 

Kebijakan TPP itu sudah cukup memuaskan. Dengan adanya 
kebijakan TPP ini, kebutuhan di akhir bulan itu mampu terpenuhi 
karena waktu pencairan TPP selalu di akhir bulan 

Peneliti Bagaiman sosialisasi dari kebijakn TPP? 
Informan Pelaksanaan Kebijakn TPP ini begitu antusias dimana setiap 

bulannya Bagian Ortala mengirimkan surat pemberitahuan untuk 
pengumpulan laporan HKP dan memberitahukan harga 1 poin 
yang tiap bulannya selalu berubah tergantung jumlah poin yang 
masuk dengan anggaran yang ada 

Peneliti Bagaimana dasar dari pemberian TPP? 
Informan Dengan menyusun hasil kerja PNS setiap bulannya sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bagian Ortala 
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6. Informan Triangulasi  3 

 

Nama Informan  :  

Tanggal  : 03 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana tanggapan Saudara terkait adanya kebijakan TPP? 
Informan dengan adanya kebijakan tentang penambahan penghasilan 

pegawai tentunya menjadi keuntungan tersendiri untuk pegawai 
negeri sipil karena dengan adanya kebijakan penambahan 
penghasilan pegawai maka akan mempengaruhi kesejahteraan 
pegawai. Kebijakan penambahan penghasilan pegawai akan 
menambah motivasi PNS untuk meningkatkan disiplin dan 
kinerjanya. Tinggal sekarang bagaimana kebijakan tersebut dapat 
diimplementasikan dengan baik 

Peneliti Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh pelaksana kebijakan? 
Informan untuk memperlancar dan mempermudah pelaporan HKP 

tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam 
hal ini Bagian Organisasi Tata Laksana sebagai unit OPD yang 
menjalankan kegiatan tersebut telah menyediakan aplikasi 
SIMKP sebagai media untuk pelaporan HKP setiap bulannya 

Peneliti Bagaimana sifat pelaksana kebijakan TPP? 
Informan Kebijakan TPP ini sudah dilaksanakan dengan baik tentunya dari 

sikap pelaksana kebijakan ini yang professional 
Peneliti Bagaimana mekanisme pemberian TPP? 
Informan Proses pembuatan HKP yaitu laporan seluruh kegiatan/ aktivitas 

pegawai sesuai dengan tufoksinya yang dilaporkan setiap 
bulannya. Kegiatan PNS yang sesuai dengan tufoksinya tersebut 
dibuat dalam sistem poin. Setiap pekerjaan memiliki bobot poin 
tersendiri sesuai dengan beban dan resiko pekerjaan serta lam 
waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam laporan HKP diuraikan 
apa saja kegiatan pekerjaannya dan diakumulasikan jumlah 
keseluruhan poin. Jumlah poin tersebutlah nantinya yang akan 
dihitung berapa banyak tambahan penghasilan pegawai yang 
akan diterima sesuai dengan ketentuan berlaku. Dalam 
penyampaian laporan HKKP juga sudah dimudahkan karena 
dapat dilaporkan melalui sitem aplikasi SIMKP 
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7.  Informan Triangulasi  4 

 

Nama Informan  :   

Tanggal  : 06 September 2018 

Tempat Wawancara : Ruang Bagian Administrasi Kesra 

 

 Topik Wawancara 
Peneliti Bagaimana tanggapa Saudara terkait Kebijakan TPP? 
Informan kebijakan HKP ini sangat meningkatkan taraf kesejahteraan 

pegawai, apalagi pembayarannya selalu diakhir bulan 
Peneliti Bagaimana sumber daya yang diberikan oleh pelaksana 

kebijakan? 
Informan Sumber Daya yang diberikan berupa fasilitas aplikasi 

penginputan serta pedoman pembuatan laporan dalam bentuk 
Perbup 

Peneliti Apa manfaat dari adanya kebijakan TPP? 
Informan selaku penerima kebijakan TPP ini sangat bersyukur dengan 

adanya kebijakan ini sangat membantu saya memenuhi 
kebutuhan dan pastinya manfaat yang saya rasakan ini tidak 
luput dari kerjasama tim pelaksana yang baik 

Peneliti Apa dasar pembuatan HKP? 
Informan Prosedur Kebijakan TPP ini kiranya sudah jelas dek tertuang 

dalam Peraturan Bupati dan telah di jadikan pedoman dalam 
pelaporan HKP 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 

Laporan Hasil Kerja Pegawai Negeri Sipil 
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Lampiran 5 

Surat Pemberitahuan Dari Bagian Ortala 
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Lampiran 6 

Daftar Perhitungan TPP Beban Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 


	1. Sampul-Nurhayati.docx
	7. BAB I-Nurhayati.docx
	8. BAB II-nurhayati.docx
	9. BAB III-nurhayati.docx
	10. BAB IV-nurhayati.docx
	11. BAB V-nurhayati.docx
	12. Daftar Pustaka-nurhayati.docx
	13. Lampiran.docx
	13. Lampiran-nurhayati.docx



